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MOTO 
 ىيًمىلاىعًٍلل نةىٍحْىر الًَّإ ىؾاىنٍلىسٍرىأ اىمىك 
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
semesta alam. 
(Q.S Al-Anbiya‟: 107) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث S|a S| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a H} Ha (dengan titik di bawah) 
ix 
 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص S}ad S} Es (dengan titik di bawah) 
ض D}ad D} De (dengan titik di bawah) 
ط T}a T} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Z}a Z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
x 
 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah ...'… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
xi 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
(  ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بىذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ل...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
xii 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح وؿ  H}aula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
م...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أم...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
ك...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
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2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Raud}ah al-at}fāl  
2. ةحلط T}alh}ah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اٌنبر Rabbana 
2. ؿٌزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجٌرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jalālu 
 
xv 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Ta'khuzūna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xvi 
 
 ؿوسرلَّإ دحمم امك Wa māMuh}ammadun illā rasūl 
 يلداعلا بر للهدملحا Al-h}amdu lillahi rabbil 'ālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  ولذ للها فإكيقزارلايرخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 فازيلداك ليكلا اوفكأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Endah Eka Puspita, NIM: 152111022, “TRANSAKSI DALAM 
LAYANAN E – MONEY (UANG ELEKTRONIK) PADA SISTEM 
TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT FATWA DSN-MUI NO.116/DSN-
MUI/IX/2017TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH” 
E-money merupakan alat pembayaran yang menggunakan media 
elektronik yaitu jaringan komputer dan juga internet.Penelitian ini bertujuan untuk 
mencari tahu bagaimana praktik layanan e-money dalam sistem pembayaran 
elektronik, serta bagaimana tinjauannya menurut fatwa DSN-MUI No.116 tahun 
2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan 
untuk mendapatkan data adalah penelitian literatur (kepustakaan). Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif, tidak melibatkan angka tetapi dalam bentuk 
laporan dan komentar deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang membedakan antara e-
money yang diterbitkan oleh bank syariah dan e-money yang diterbitkan oleh bank 
konvensional adalah akad  yang terdapat pada e-money syariah lebih jelas seperti 
akad wadi>’ah, akad qard}, akad ija>rah, akad ju’a>lah dan akad waka>lah bi al-
ujrahsudah diterapkan dengan baik oleh e-money syariah sedangkan akad yang 
terdapat dalam e-money konvensional belum jelas (garar). Selanjutnya bank 
penerbit dari e-money konvensional masih menerapkan sistem bunga (riba>) yang 
dalam ekonomi islam tidak diperbolehkan, sedangkan penerbit e-money syariah 
menggunakan sistem bagi hasil (mud}a>rabah).Oleh karena itu akan lebih baik 
memanfaatkan kartu e-moneysyariah yang terjamin kehalalannya. 
 
Kata kunci: Transaksi layanan e-money, pada pembayaran elektronik, fatwa DSN-
MUI No.116 tahun 2017 tentang uang elektronik syariah. 
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ABSTRACT 
Endah Eka Puspita, NIM: 152111022, “TRANSAKSI DALAM 
LAYANAN E – MONEY (UANG ELEKTRONIK) PADA SISTEM 
TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT FATWA DSN-MUI NO.116/DSN-
MUI/IX/2017 ABOUT SARIAH ELECTRONIC MONEY” 
E-money is a payment instrument that uses electronic media, namely 
computer networks and the internet. This study aims to find out how e-money 
services practice in electroic payment systems, as well as how they are reviewed 
according to fatwa DSN-MUI No.116 in 2017. 
This research is a qualitative research. The method used to obtain data is 
literature research (literature). Data analysis uses descriptive analysis, not 
involving numbers but in the form of descriptive reports and comments. 
The results of this study indicate that the different between e-money issued 
by islamic banks and e-money issued by conventional banks is that the contract 
contained in the e-money sharia is more clear such as the wadi’ah contract, 
qardh contract, ijarah contract, ju’alah contract and the contract of wakalah bi 
al-ujrah has been well implemented by e-money syariah while the contract 
contained in conventional e-money is not yet clear (garar). Furthermore, the 
issuing bank of conventional e-money still applies the interest system (usury) 
which is not allowed in islamic economics, while the issuer of e-money sharia 
uses a profit sharing system (mudarabah). Therefore it would be bettter to use 
sharia e-money cards that are guarateed halal. 
 
Keywords : e-money service transactions, on electronic payments, fatwa DSN-
MUI No.116 in 2017 about syariah electronic money. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Transaksi dalam layanan e-money pertama kali diterbitkan pada 
tahun 2009 oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (e-money). E-money adalah alat 
pembayaran yang menggunakan media elektronik yaitu jaringan komputer 
dan juga internet. Nilai uang dari nasabah tersimpan dalam media 
elektronik tertentu. E-money sering pula disebut dengan Elektronic Cash, 
Digital Money, Digital Cash, Elektronic Currency Ataupun Digital 
Currency.Menurut data Bank Indonesia e-money menjadi salah satu alat 
pembayaran non-tunai yang amat potensial untuk meningkatkan 
perekonomian Indonesia. Menurut Punky Purnomo Wibowo, Direktur 
Progam Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Bank Indonesia menyatakan 
bahwa kenaikan transaksi e-money terdorong karena dua hal, yaitu 
elektronifikasi jalan tol dan bantuan sosial.
1
 
E-money merupakan progam dari Bank Indonesia yaitu Gerakan 
Nasional Non Tunai pada tanggal 14 Agustus 2014. Gerakan ini 
dicanangkan dengan tujuan membentuk masyarakat yang lebih banyak 
menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) dalam 
                                                          
 
1
 Sekar Salma Salsabila, “Eksistensi Kartu Kredit dengan Adanya Elektronic Money (E-
MONEY) sebagai Alat Pembayaran yang Sah”, Jurnal Hukum, (Surakarta), Vol. 6 Nomor 1,2018, 
hlm.29. 
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melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Salah satu upaya 
perwujudan tujuan dari Gerakan Nasional Non Tunai adalah dengan 
mendukung dan mengembangkan uang elektronik sebagai instrumen 
pembayaran non tunai. Uang elektronik sebagai instrumen pembayaran 
saat ini semakin banyak digunakan di Indonesia. Rata-rata transaksi uang 
elektronik yang terjadi di Indonesia per bulan adalah 11.405.282 transaksi. 
Hal ini menunjukkan penggunaan uang elektronik di Indonesia terus 
mengalami pertumbuhan.
2
 
Undang-undang transaksi elektronik 1998 (No.25 tahun 1998) 
telah menjadi salah satu terobosan dalam hukum Singapura, seperti halnya 
Singapura yang secara terbuka dan terus-terusan menyatakan tujuannya 
untuk bergerak ke arah ekonomi berbasis ilmu pengetahuan atau 
informasi. Mengubah ekonomi melalui cara seperti itu telah menjadi salah 
satu tema yang muncul diulang-ulang dalam kebijakan dan pernyataan 
pemerintah. Sebagaimana pernyataa Menteri Informasi dan Seni, George 
Yeo, dalam Sidang Parlemen saat pembacaan Rancangan undang – undang 
tersebut, “Kita memposisikan diri kita di Singapura pada era elektronik, 
dan kita akan menyediakan kerangka kerja hukum elektronik
3
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 Kirana Widyastuti, “ Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik 
di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ” , Jurnal Sistem Informasi, (Jakarta) Vol. 13 Nomor 1, 2017, 
hlm. 39.  
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Aspek penting dari Undang-Undang Elektronik adalah definisi 
pengiriman dan penerimaan pesan elektronik yang merupakan elemen 
penting dari proses kontrak, atau lebih spesifik lagi adalah formasi 
kontrak. Dua unsur utama dari formasi kontrak yaitu penawaran dan 
penerimaan, telah dilindungi oleh Undang-Undang. Aspek penting kedua 
dari undang-undang ini adalah cara yang disediakan untuk 
mengidentifikasi pihak-pihak yang bertransaksi elemen lain yang penting 
dalam proses formasi, karena, tanpa kepastian identitas pihak-pihak yang 
bertransaksi (“pembuktian” keaslian sesuatu dengan cara tanda tangan 
digital), tidak akan ada kontrak online atau tidak akan dapat dibuktikan.
4
 
Transaksi dalam layanan e-money memiliki beberapa manfaat 
diantaranya memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan dalam 
melakukan berbagai transaksi pembayaran, tidak perlu lagi menerima uang 
kembalian yang berwujud barang seperti permen dll, sangat aplikatif 
karena bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi massal bernilai 
kecil dengan frekuensi tinggi misalnya biaya tol, bayar tiket transportasi, 
parkir dll. Selain itu keuntungan dari e-money yaitu tidak perlu membawa 
uang tunai untuk berbelanja atau untuk membayar parkir karena sudah 
disediakan alat khusus untuk kartu e-money  tersebut, transaksi menjadi 
lebih akurat karena dikelola oleh komputer dan mesin, terdapat database 
yang dapat mencatat seluruh transaksi yang anda lakukan sehingga anda 
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tidak perlu untuk mengingat untuk apa alat tersebut digunakan dan 
transaksi menjadi lebih cepat.
5
 
E-money dibedakan menjadi dua yaitu Prepaid Software dan 
Prepaid Card. Prepaid software sering pula disebut dengan digital cash 
yang merupakan e-money yang nilainya tersimpan dalam harddisk di 
dalam sebuah PC. Untuk pemindahan dananya melalui jaringan internet. 
Prepaid card sering pula disebut sebagai elektronic purchase, merupakan 
e-money yang nilainya disimpan dalam sebuah chip yang ditanamkan pada 
sebuah kartu. Contoh dari prepaid card yaitu Flazz BCA, Mandiri E-
Money , Brizzi dan BNI Prepaid. Flazz BCA merupakan contoh pertama 
kartu prepaid dari penggunaan e-money. Bank BCA adalah bank yang 
paling awal memanfaatkan kecanggihan teknologi e-money dengan 
menerbitkan prepaid kartu berteknologi canggih. Anda bisa menggunakan 
kartu ini di berbagai merchant yang berkerjasama dengan pihak bank 
BCA. Sedangkan Mandiri e-money merupakan prepaid card yang 
diterbitkan Bank Mandiri, Brizzi diterbitkan oleh Bank BRI dan BNI 
prepaid diterbitkan oleh Bank BNI. Selain beberapa bank di atas, ada juga 
lembaga non perbankan yang ikut menerbitkan prepaid card, misalnya saja 
Telkomsel. Penggunaan e-money  ini tidak memerlukan adanya proses 
otorisasi seperti halnya pemakaian pin atau tanda tangan, karena e-money 
tidak berkaitan lansung dengan rekening nasabah yang ada di bank. 
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Penggunaan darie-money  tidak membebankan pembayarannya pada 
rekening bank, seperti halnya kartu kredit atau kartu debit. Sebagaimana 
prepaid yang lain.
6
 
Hal ini membuktikan bahwa produk uang elektronik merupakan 
sesuatu yang dipandang sangat penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. 
Beberapa kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, maupun perusahaan  jasa 
transportasi Indonesia ikut menggalakkan penggunaan uang elektronik ini. 
Kebijakan Bank Indonesia yang menggalakkan produk uang elektronik ini 
adalah peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomer 11 tahun 2009 tentang uang 
elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tahun 2009 tentang 
uang elekronik (electronic money).Beberapa kebijakan jasa transportasi 
umum yang familiar adalah Trans Jakarta dan KRL Commuter Line yang 
dapat menggunakan uang elektronik. Bahkan pada mode transportasi 
Trans Jakarta, seluruh koridor wajib menggunakan uang elektronik dan 
tidak boleh lagi menggunakan uang tunai, hal ini ikut menambah jumlah 
pengguna produk dari produk uang elektronik ini. Sektor jasa lain juga 
menuntut untuk menggunakan uang elektronik agar bisa mendapatkan 
pelayanan yang terbaik, seperti pembayaran jalan tol, pembayaran di 
SPBU, Minimarket dan lain-lain. Hal ini untuk mempermudah 
bertransaksi dalam segi waktu transaksinya yang sangat singkat, tidak 
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perlu lagi menyiapkan uang kembalian, hingga mempermudah pengelola 
merchant untuk mengawasi uang yang masuk.
7
 
Selain kemudahan dalam bertransaksi manfaat lain dari uang 
elektronik ini dapat mengurangi jumlah peredaran uang palsu. Selain itu 
biaya untuk percetakan uang kertas dapat diminimalisir dengan adanya 
uang elektronik ini. Selain manfaat di atas penggunaan uang elektronik ini 
juga masih menjadi masalah antara lain : penggunaan uang elektronik baru 
dinikmati oleh kalangan ekonomi menengah ke atas, akan beredar kartu 
palsu, dan lain-lain.
8
 
Disamping banyak manfaat yang ditawarkan oleh e-money, 
terdapat unsur haram menurut syariat Islam terutama e-money 
konvensional dimana e -money yang digunakan saat ini mengandung unsur 
riba>. Selain karena bank penerbit dari e-money dari bank konvensional 
yang masih menerapkan sistem bunga yang diqiyaskan sebagai riba> dan 
tidak ada batasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh merchant 
yang bekerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan dapat digunakan 
untuk membeli barang-barang non halal. 
Untuk mencegah praktik non halal produk e-money baik dari 
mekanisme, merchant, serta akad-akad yang seharusnya ada dalam e-
money yang sesuai dengan Syariah, maka dikeluarkan Fatwa DSN-MUI 
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Nomor 116 tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam Fatwa 
DSN-MUI memuat tentang akad-akad yang ada dalam e-money syariah 
seperti akad wadi>’ah (akad penitipan), akad qard} (akad pinjaman), akad 
ija>rah(akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dengan 
upah), akadju’a>lah (akad untuk memberikan imbalsan), akad waka>lah bi 
al-ujrah(akad wakalah dengan imbalan). Masyarakat juga perlu tahu 
perbedaan antara e-money dari bank konvensional dan e-money dari bank 
syariah, agar kita tahu apakah e-money dari bank konvensional haram 
digunakan sehingga harus beralih ke e-money syariah. 
Dengan adanya Fatwa DSN-MUI Nomor 116 tahun 2017 tentu 
menjadi acuan bagi bank syariah yang menerbitkan e-money syariah 
apakah produk e-money syariah yang mereka terbitkan sudah sesuai 
dengan apa yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116 tahun 2017 
atau belum. Untuk mengetahui produk e-money di Indonesia sudah sesuai 
dengan syariah atau belum maka penulis mengambil perbandingan e-
money dari 4 bank yang terdiri dari 2 bank konvensional seperti bank BRI 
dan bank Mandiri dan 2 bank lagi dari bank syariah seperti bank Mandiri 
Syariah dan bank BNI Syariah. Alasan pemilihan bank-bank tersebut 
karena bank tersebut sudah berdiri lama di Indonesia serta banyak nasabah 
dari bank tersebut. 
Oleh karena itu, penulis berusaha untuk membahas produk tersebut 
dengan membahas tema tentang “ TRANSAKSI DALAM LAYANAN 
E-MONEY (UANG ELEKTRONIK) PADA SISTEM TRANSAKSI 
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ELEKTRONIK MENURUT FATWA DSN-MUI NO.116/DSN- 
MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik transaksi layanan e-money dalam sistem 
pembayaran elektronik? 
2. Bagaimana praktik transaksi layanan e-money dalam sistem 
pembayaran elektronik menurut fatwa DSN-MUI No.116/DSN- 
MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendiskripsikan praktik layanan e-money dalam sistem 
pembayaran elektronik. 
2. Untuk mengetahui praktik transaksi e-money dalam sistem 
pembayaran elektronik menurut fatwa DSN-MUI No.116/DSN-
MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu 
pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai cara dan perilaku 
dalam bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam. 
2. Manfaat praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pengembang 
ekonomi modern untuk menciptakan produk yang sesuai dengan 
prinsip syariah. 
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E. Kerangka Teori 
Untuk memudahkan penulis ada beberapa yang harus penulis jelaskan 
mengenai uang elektronik, produk e-money yang diterbitkan oleh bank 
konvensional dan e-money syariah yang ditebitkan oleh Bank Syariah, dan 
tinjauan Syariah menurut DSN-MUI no.116/DSN-MUI/IX/2017. 
a. Uang Elektronik 
Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas 
dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, 
yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau 
chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta 
digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 
merupakan penerbit uang elekronik tersebut. 
b. Tinjauan Syariah menurut Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik 
Menurut Fatwa DSN-MUI nomer 116 tahun 2017 tentang E-Money 
Syariah (Uang Elektronik Syariah) adalah uang elektronik yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah, seperti : 
1) Akad Wadi>’ah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang 
elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang 
elektronik dapat mengambil /menarik/menggunakan kapan saja 
sesuai kesepakatan. 
2) Akad Qard}adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik 
kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib 
10 
 
 
 
mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan 
saja sesuai dengan kesepakatan. 
3) Akad Ija>rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran 
atau upah. 
4) Akad Ju’a>lah adalah akad untuk memberikan imbalan tertentu atas 
pencapaian hasil (nati>jah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. 
5) Akad Waka>lah bi al-ujrahadalah akad waka>lah dengan imbalan 
dengan imbalan (ujrah).9 
 Dalam e -money syariah harus terhindar dari : 
1) Riba> adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-
barang ribawi (al-amwal al-riba>wiyah) dan tambahan yang 
diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan 
pembayaran secara mutlak. 
2) Gararadalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai 
kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai 
penyerahannya. 
3) Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang 
tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau 
untung-untungan. 
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4) Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad 
yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-
olah obyek akad tersebut tidak cacat. 
5) Risywahadalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil 
sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan 
menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar. 
6) Israfadalah pengeluaran harta yang berlebihan.10 
c. Produk e-money yang diterbitkan oleh Bank Konvensional dan e-
money syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah 
Produk e-money yang diterbitkan oleh Bank Konvensional merupakan 
kartu prabayar berbasis chip yang diterbitkan oleh Bank Konvensional 
seperti Bank BRI, Mandiri, BCA dan lain-lain yang berjalan sesuai 
dengan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Sedangkan Produk e-
money syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah merupakan kartu 
prabayar berbasis chip yang diterbitkan oleh Bank Syariah seperti 
Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah dan lain-lain yang berjalan sesuai 
dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik 
d. Analisis kesesuaian produk dengan aspek syariah menurut Fatwa 
DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 
Seperti yang kita ketahui bahwa produk e-money yang diterbitkan oleh 
Bank Konvensional tidak menerapkan akad wadi >’ah, qard}, ija>rah, 
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ju’a>lah dan waka>lah bi al-ujrahdalam produk e-money mereka. Tapi 
produk dan mekanisme e-money dari bank konvensional hampir sama 
dengan e-money dari bank syariah. Bank Konvensional sendiri masih 
menerapkan sistem bunga yang diqiyaskan sebagai “riba>”. Sedangkan 
e-money syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah terdapat akad 
wadi>’ah, qard}, ija>rah,ju’a>lah dan waka>lah bi al-ujrah sehingga e-money 
dapat dikatakan sebagai e-money syariah harus menerapkan akad-akad 
tersebut serta harus terhindar dari riba>, garar, maysir, tadlis, risywah 
dan israf baik pada produknya maupun mekanismenya. 
F. Tinjauan Pustaka 
Sejauh pengamatan penulis, selama ini belum ada skripsi mengenai 
sistem pembayaran e-money menurut fatwa DSN-MUI No.116/DSN-
MUI/IX/2017 tetapi ada beberapa skripsi yang membahas tentang e-money 
yaitu skripsi milik Aris Rusdiyanto fakultas Ekonomi dan Bisnis progam 
studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Prinsip Syariah terhadap 
Produk E-Money Bank Mandiri Syariah” dalam penelitiannya, Aris 
membahas tentang produk e-money di Bank Mandiri Syariah yaitu 
mekanisme pembuatan dan penerbitan kartu yang hanya bisa dilakukan di 
beberapa counter bank Mandiri Syariah, mekanisme pengisian ulang (top 
up) yang dapat dilakukan di counter bank Mandiri Syariah, di mesin EDC 
bank Mandiri dan melalui ATM Mandiri, serta mekanisme pembayaran 
yang menghubungkan pihak-pihak terkait. Pada pembahasan kedua yaitu 
13 
 
 
 
mengenai masalah kesyariahan pada aspek akad. Hal ini karena produk ini 
tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang 
menimbulkan ketidakjelasan (garar) dalam kontrak berdasarkan prinsip 
akad Syariah, serta dari aspek transaksi karena bank tidak melakukan 
pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh merchant yang 
bekerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk 
membeli barang-barang non halal. Sedangkan dalam aspek manajerial dan 
alur transaksi menurut Aris tidak memiliki masalah kesyariahan, karena 
manajerial produk ini terpisah dari bank penerbitnya yang merupakan bank 
konvensional.
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Skripsi lain yang juga membahas tentang e-money yaitu milik Asep 
Saiful Bahri fakultas Syariah dan Hukum progam studi Ekonomi Syariah 
Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 yang berjudul “Konsep 
Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah” 
hasilnya menyimpulkan bahwa, uang elektronik sebagaimana yang 
dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang 
uang elektronik pada prinsipnya sudah dapat diimplementasikan pada 
Perbankan Syariah dengan mengacu pada peraturan tersebut, uang 
elektronik dapat diterbitkan oleh perbankan Syariah dengan menggunakan 
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akad S|arf sebagai akasd utama. Dalam implementasinya, uang elektronik 
dapat dilengkapi dengan akad Ija>rah dan Waka>lah.12 
Skripsi lain yang juga membahas mengenai e-money yaitu milik 
Ahmad Ma‟ruf fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam progam studi 
Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 
tahun 2016 yaitu berjudul “Minat Penggunaan Produk E-Money di 
Kalangan Mahasiswa Yogyakarta” hasilnya menyimpulkan bahwa alasan 
persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
sikap responden dalam penggunaan produk e-money karena pada produk 
e-money software based product (berbasis software) masih memerlukan 
jaringan untuk bisa melakukan transaksi, kesulitannya adalah ketika 
pengguna produk e-money melakukan transaksi namun jaringan yang 
digunakan sedang mengalami gangguan saat bertransaksi atau gangguan 
provider (penyedia layanan) sehingga penggunaan e-money dirasa kurang 
praktis dan lamanya transaksi yang dilakukan. Persepsi manfaat (PU) 
berpengaruh positif signifikan terhadap sikap (A) menunjukkan bahwa 
responden mempersepsikan manfaat yang didapat dari penggunaan produk 
e-money yaitu berupa penyelesaian transaksi yang lebih cepat, ketelitian 
dalam bertansaksi, keuntungan berupa diskon yang didapat, dan 
pemakaian yang lebih efisien sehingga mampu mempengaruhi sikap 
responden untuk menggunakan produk e-money, semakin tinggi persepsi 
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kemudahan penggunaan produk e-money, semakin tinggi juga persepsi 
manfaatnya, atau dapat digambarkan bahwa sistem atau produk yang 
semakin mudah dalam penggunaannya akan lebih memberikan kegunaan 
dan manfaat, norma subyektif baik pengaruh interpersonal maupun 
pengaruh eksternal responden yaitu keluarga, teman pergaulan, 
lingkungan, maupun opini-opini dari tokoh tertentu akhirnya membentuk 
persepsi manfaat yang didapat dari produk e-money.
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Skripsi yang membahas tentang e-money yaitu milik Linda Nur 
Hasanah fakultas Syariah progam studi Hukum Bisnis Syariah UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 dengan judul “Kedudukan 
Hukum Uang Elektronik (E-Money) dalam Melakukan Transaksi 
Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-
Undangan dan Hukum Islam)” hasilnya menyimpulkan bahwa uang 
elektronik sah digunakan di Indonesia karena sudah mempunyai dasar 
hukum yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Uang elektronik 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi 
Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia 18/21/DKSP 2016 tentang uang 
elektronik dan Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI 2014 tentang uang 
elektronik pasal 1 ayat 3 huruf c yang berbunyi “Digunakan sebagai alat 
pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang 
elektronik”. Sistem jual beli pada zaman Rasulullah adalah menggunakan 
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dinar emas, dinar perak dan uang tembaga. Sebagai berkembangnya 
teknologi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jadi uang elektronik 
dianggap sah sebagai alat pembayaran jual beli.
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Terdapat jurnal yang membahas tentang e-money yaitu milik 
Pranoto Dosen Fakutas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 
2018 yang berjudul “Eksistensi Kartu Kredit dengan Adanya Electronic 
Money (E-Money) sebagai Alat Pembayaran yang Sah” hasilnya 
menyimpulkan bahwa masyarakat masih mengira e-money hanya dapat 
digunakan untuk membayar tol saja, padahal sebenarnya banyak 
keuntungan yang didapatkan dari penggunaan e-money. Perkembangan 
teknologi membuat alat pembayaran tidak hanya tunai tetapi juga non 
tunai dalam bentuk kartu seperti kartu kredit, debit, ATM atau e-money.
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Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian 
penulis saat ini yaitu pada penelitian sebelumnya banyak meneliti tentang 
mekanisme produk e-money, akad-akad dalam e- money menurut hukum 
Islam atau menurut Syariah, minat penggunaan e-money dalam 
masyarakat, serta membahas tentang e-money menjadi alat pembayaran 
jual beli atau pembayaran non tunai sesuai dengan Undang-Undang dan 
hukum Islam menurut Syariah. Sedangkan dalam penelitian penulis saat 
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ini akan membahas tentang perbedaan e-money konvensional dan e-money 
syariah, prinsip Syariah yang terdapat dalam e-money syariah maupun e-
money konvensional menurut fatwa DSN-MUI No.116/DSN-
MUI/IX/2017, serta letak keharaman penggunaan e-money dari bank 
konvensional. 
G. Metode Penelitian 
Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara 
melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu 
melalui tahapan-tahapan yang disusun secaara ilmiah untuk mencari, 
menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat 
dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan meguji kebenaran 
sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.
16
 
Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-
temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan. 
Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif 
maupun kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan 
terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa 
kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan gambaran 
baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. 
17
Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan 
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perilaku seseorang.
18
 Dalam penelitian kualitatif terdapat prosedur analisa 
non matematis, yaitu prosedur yang menghasilkan temuan yang diperoleh 
dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana 
seperti dokumen, buku, kaset, video dan data yang dihitung untuk tujuan 
lain, misalnya data sensus.
19
 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur ( 
kepustakaan). Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, dokumen resmi, 
publikasi dan hasil penelitian.
20
 Dalam penelitian literatur perlu 
dilakukan pencocokan dengan sumber data lainnya bila 
memungkinkan, misalnya dengan wawancara atau observasi.
21
 
Rujukan utama untuk mencari informasi mengenai e-money syariah 
maupun e-money konvensional yaitu pada Fatwa DSN-MUI no.116 
tahun 2017 tentang e-money syariah. Untuk memperkuat data akan 
dilakukan wawancara dengan teller bank BRI dan Mandiri Syariah, 
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serta observasi dengan menjadi nasabah di bank BNI Syariah dan 
Mandiri untuk mempraktikkan secara langsung proses penerbitan 
kartu, top up serta penggunaan secara langsung kartu e-money 
syariah/e-money konvensional. 
2. Sumber data 
Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang 
diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Data 
disini berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, jurnal, internet atau 
arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara 
umum mengenai e-money.
22
Selain mengambil dari rujukan utama 
Fatwa DSN-MUI no.116 tahun 2017, sebagai tambahan akan 
mengambil data dari jurnal, internet, brosur produk e-moneyseperti 
Brizzi dan TapCash iB Hasanah, selain itu data dari hasil wawancara 
dan observasi juga akan digunakan sebagai data penguat. 
3. Teknik pengumpulan data 
Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang Penulis 
gunakan dalam pengumpulan data, yaitu: 
a) Observasi, yaitu Penulis melakukan pengamatan serta akan 
langsung mempraktikkan proses penerbitan, top up, dan 
penggunaan e-money seperti pada kartu Brizzi, E-money, E-
money Syariah dan TapCash iB Hasanah. Melakukan 
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pencatatan secara sistematik terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan penelitian tersebut. 
b) Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data 
dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan 
pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber 
data (responden).
23
 Penulis akan mewawancara pihak yang 
terlibat dengan penerbit e-money. Misalnya wawancara pada 
customer service bank BRI dan bank Mandiri Syariah secara 
langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat 
mengenai e-money syariah maupun e-money konvensional. 
Penulis juga akan melakukan praktik langsung dengan menjadi 
nasabah mulai dari penerbitan kartu, top up dan penggunaan 
kartu di bank BNI Syariah dan di Bank Mandiri. 
c) Studi dokumen, merupakan metode pengumpulan data yang 
didapatkan dari dokumen atau bahan pustaka. Data tersebut 
berupa data jadi, baik berupa surat-surat, catatan harian, 
laporan dan sebagainya merupakan data yang berbentuk 
tulisan.
24
 Data yang diambil menjadi sebuah tulisan ini diambil 
dari rujukan utama yaitu Fatwa DSN-MUI no.116 tahun 2017, 
jurnal, brosur dari produk Brizzi dan TapCash iB Hasanah, 
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serta data hasil dari wawancara dengan teller bank BRI dan 
Bank Mandiri Syariah dan data hasil dari observasi di Bank 
BNI Syariah dan Bank Mandiri. 
4. Teknik analisis data 
Setelah data-data terkumpul yang akan penyusun pilih, 
konstruksi dan deskripsikan. Kemudian data tersebut penulis analisis 
dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan alur 
sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer adalah beragam informasi dan aturan 
hak serta kewajiban dalam penggunaan e-money sebagaimana 
terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.116 tahun 2017 tentang 
uang elektronik dan Perundang -Undangan. 
b. Bahan hukum sekunder adalah berita-berita yang terdapat 
dalam buku, brosur, jurnal dan internet, termasuk juga 
tulisan- tulisan tentang transaksi e-money. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran tulisan, 
penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai 
berikut: 
Bab I, merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
22 
 
 
 
Bab II, berisi tentang Teori e-money dan DSN-MUI NO.116/DSN-
MUI/IX/2017 tentang uang elektonik. 
Bab III, berisi tentang Gambaran umum e-money pada bank 
konvensional dan e-money pada bank syariah. 
Bab IV,berisi tentang analisis praktik layanan e-money pada sistem 
pembayaran elektronik dan analisis praktik layanan e-money pada sistem 
pembayaran elektronik menurut fatwa DSN-MUI No.116/DSN-
MUI/IX/2017. 
Bab V, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan 
saran. Sedangkan pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 
TEORI E-MONEY DAN DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang 
Elektronik 
A. Teori  e-money 
E-money adalah alat pembayaran yang menggunakan media 
elektronik yaitu jaringan komputer dan juga internet. Nilai uang dari 
nasabah tersimpan dalam media elektronik tertentu. E-money sering 
pula disebut dengan Elektronic Cash, Digital Money, Digital Cash, 
Elektronic Currency Ataupun Digital Currency.
1
 Saat ini terdapat dua 
jenis e-money yaitu e-money konvesional dan e-money syariah. E-
money konvensional yaitu uang elektronik yang diterbitkan oleh bank 
konvensional seperti bank Mandiri dan Bank BRI yang berbentuk 
kartu sebagai pengganti uang tunai digunakan untuk melakukan 
transaksi pembayaran di seluruh merchant (pedagang) yang dapat diisi 
ulang (top-up). E-money syariah yaitu uang elektronik yang diterbitkan 
oleh bank syariah seperti bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah yang 
berbentuk kartu sebagai pengganti uang tunai digunakan untuk 
melakukan transaksi pembayaran diseluruh merchant (pedagang) yang 
dapat diisi ulang, yang dijalankan dengan prinsip syariah. 
Untuk mengetahui lebih dalam tentang fungsi e-money, berikut 
merupakan perkembangan uang dari masa ke masa : 
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1. Uang Pada Masa Jahiliyah  
Sebelum masa Islam, bangsa Quraisy telah memiliki 
hubungan dagang dengan beberapa negeri jiran. Meskipun 
demikian, mereka tidak memiliki mata uang sendiri yang dicetak, 
dimana dinar berasal dari negeri Romawi, sementara dirham 
berasal datang dari Persia, dan hanya sedikit dirham dari Yaman. 
Kaum Quraisy telah memiliki ukuran uang pada masa Jahiliyah, 
lalu ketika islam datang, Islam menetapkan sistem yang telah 
berlaku ketika itu. Dimana kaum Quraisy menimbang perak 
dengan ukuran yang dinamakan dirham dan menimbang emas 
dengan ukuran yang disebut dinar, dengan perbandingan untuk 
setiap sepuluh dirham sama dengan tujuh dinar.
2
 
Dengan mengaplikasikan hal tersebut kepada interaksi 
keuangan bagi bangsa Quraisy, maka nampak sebagai berikut: 
a) Bangsa Quraisy berpedoman kepada sistem kaidah dua hasil 
tambang emas dan perak. 
b) Dirham dan dinar merupakan dua kesatuan uang dalam 
sistem ini, dimana keduanya merupakan ukuran emas dan 
perak yang tidak dicetak (tibr).  
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c) Dalam sistem keuangan bangsa Quraisy tidak terdapat alat 
tukar-menukar, karena mereka bermuamalah dengan emas 
dan perak.
3
 
2. Uang Pada Masa Kenabian  
Nabi saw menetapkan sistem moneter yang telah 
dipergunakan bangsa Quraisy sebelum Islam. Itu berarti bahwa 
terminologi sistem moneter merupakan hal yang mubah dalam 
syariah. Selanjutnya, bahwa nabi saw juga tidak mengeluarkan 
mata uang bagi kamu muslimin. Uang yang beredar adalah dalam 
bentuk barang (emas dan perak), dimana uang tersebut memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 
a) Kesamaan nilai mata uang dengan nilai barangnya. 
b) Jumlah uang tersebut ditetapkan dengan sejauh mana 
banyaknya tambang untuk pembuatan uang, dan faktor-faktor 
penawaran dan permintaan kepadanya. 
c) Uang tersebut mengarah sebagai uang internasional, karena 
itu jika disana tidak ada perbedaan dalam bentuk dan 
timbangan antara uang-uang yang dikeluarkan beberapa 
negara, maka setiap uang regional dan uang impor layak 
sebagai pengganti bagi yang lain. 
d) Uang yang diambil negara yang dalam bentuk barang (emas 
dan perak) bertambah pengawasannya, sedangkan 
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pengawasan negara yang mengeluarkannya berkurang, yang 
selanjutnya negara yang mengeluarkan uang dalam bentuk 
berang tersebut tidak dapat dirampas kekayaan negara-negara 
yang berinteraksi dengan mata uangnya.
4
 
3. Uang Pada Masa Umar Ra>d}ialla>hu Anhu> 
Uang telah dicetak pada masa Umar Ra>d}ialla>hu Anhu>, 
adapun penerbitan uang pada masa Umar Ra>d}ialla>hu Anhu> 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a) Pencetakan dirham dan dinar dengan ukiran Arab murni 
dengan cetakan Islam yang sesuai tolok ukur syar’i. 
b) Abdul Malik bin Marwan menjadikan uang yang diterbitkan 
pada masanya sebagai mata uang resmi bagi negara Islam dan 
melarang muamalah dengan yang selainnya.
5
 
4. Uang Pada Masa Modern 
Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin 
smodern, manusia mulai menciptakan uang kertas yang didasari 
pada kesulitan yang dihadapi karena pasokan logam mulia (emas 
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dan perak) sebagai bahan baku uang berjumlah terbatas serta 
sulitnya untuk bertransaksi dalam jumlah besar.
6
 
Seiring waktu uang kertas digantikan dengan adanya e-
money. E-money memiliki fungsi yang sama seperti uang kertas  
yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai penyimpan nilai, maka 
dari itu e-money disebut juga sebagai alat pengganti uang kertas. 
Menurut Peraturan Bank Indonesia No:11/12/2099 tentang 
Uang Elektronik (Electronic Money), uang elektronik (elekctronic 
money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih 
dahulu oleh pemegang kepada penerbit. 
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media 
seperti server atau chip. 
c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang 
bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. 
d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan 
dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 
mengatur mengenai perbankan.
7
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B.  DSN-MUI No.116 tahun 2017 tentang uang elektronik syariah 
1. Pengertian DSN -MUI 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan wadah 
musyawarah para ulama, zu‟ama dan cendekiawan Muslim serta 
menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga 
yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap 
masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas.
8
 
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 116 tahun 2017 tentang e-money syariah 
Pertama : ketentuan umum 
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 
a. Uang elektronik (e-money) adalah alat pembayaran yang 
memenuhi unsur-unsur berikut: 
1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor 
terlebih dahulu kepada penerbit. 
2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam 
suatu media yang teregistrasi. 
3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh 
penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 
perbankan. 
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4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang 
yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. 
b. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. 
c. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominaluang 
yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan 
karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. 
d. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang 
menerbitkan uang elektronik. 
e. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan 
uang elektronik. 
f. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang 
bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau acquirer, 
dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan 
anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. 
g. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang : 
1) Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang 
mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang 
diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang 
bersangkutan;dan 
2) Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada 
pedagang. 
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h. Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang 
menerima transaksi pembayaran dari pemegang. 
i. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank 
yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan 
masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka 
transaksi uang elektronik. 
j. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga 
selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap 
penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-
masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi 
uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari 
penyelenggara kliring. 
k. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga 
yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan 
atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan 
digital. 
l. Akad wadi>’ah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang 
elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang 
elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja 
sesuai kesepakatan. 
m. Akadqard}adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik 
kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib 
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mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang 
kapan saja sesuai dengan kesepakatan. 
n. Akad ija>rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan 
pembayaran atau upah. 
o. Akad ju’a>lah adalah akad untuk memberikan imbalan 
(reward/’iwad}/ju’l) tertentu atas pencapaian hasil (nati>jah) 
yang ditentukan dari suatu pekerjaan. 
p. Akad waka>lah bi al-ujrahadalah akad waka>lah dengan imbalan 
(ujrah) 
q. Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang 
dikenakan penerbit kepada pemegang berupa: 
1) Biaya penggantian media uang elektronik untuk 
penggunaan pertama kali atau penggantian media uang 
elektronik yang rusak atau hilang; 
2) Biaya pengisian ulang (top-up) melalui pihak lain yang 
bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan delivery 
channel pihak lain; 
3) Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama 
dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak 
lain; 
4) Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak 
digunakan dalam jangka waktu tertentu. 
10 
 
 
 
r. Riba> adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran 
barang-barang ribawi (al-amwal al-riba>wiyah) dan tambahan 
yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan 
pembayaran secara mutlak. 
s. Gararadalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai 
kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai 
penyerahannya. 
t. Maysiradalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang 
tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau 
untung – untungan. 
u. Tadlisadalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad 
yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-
olah obyek akad tersebut tidak cacat. 
v. Risywahadalah suatu pemberian yang bertujuan untuk 
mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang 
batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang 
benar. 
w. Israf adalah penyeluaran harta yang berlebihan.9 
Kedua : Ketentuan Hukum 
Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan 
mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. 
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Ketiga : Ketentuan terkait Akad dan Personalis Hukum. 
a. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah 
akad wadi>’ahatau akad qard}. 
1) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi>’ah, maka 
berlaku ketentuan dan batasan akad wadi>’ah sebagai 
berikut: 
a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang 
dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja; 
b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak 
boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), 
kecuali atas izin pemegang kartu; 
c) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang 
dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang 
kartu, maka akad titipan (wadi>’ah) berubah menjadi 
akad pinjaman (qard}), dan tanggung jawab penerima 
titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qard}; 
d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam 
penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana 
float); 
e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan 
perundang-undangan. 
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2) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qard} , maka 
berlaku ketentuan dan batasan akad qard} sebagai berikut: 
a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang 
dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja. 
b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) 
uang hutang dari pemegang uang elektronik. 
c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang 
pemegang uang elektronik kapan saja sesuai 
kesepakatan. 
d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam 
penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang 
kartu (dana float).  
e) Peggunaan dana oleh penerbit tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan 
perundang-undangan. 
b. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak 
dalam penyelengaraan uang elektronik (prinsipal acquirer, 
pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara 
penyelesai akhir), adalah akad ija>rah, akad ju’a>lah dan akad 
waka>lah bi al-ujrah. 
1) Dalam hal akad yang digunakan akad ija>rah, maka berlaku 
ketentuan dan batasan akad ija>rah sebagaimana terdapat 
13 
 
 
 
dalam DSN-MUI: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad 
ija>rah. 
2) Dalam hal akad yang digunakan akad ju’a>lah, maka berlaku 
ketentuan dan batasan akad ju’a>lah sebagaimana terdapat 
dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang 
akad ju’a>lah. 
3) Dalam hal akad yang digunakan akad waka>lah bi al-jualah, 
maka berlaku ketentuan dan batasan akad waka>lah bi al-
ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor : 
113/DSN-MUI/IX/2017 tentang waka>lah bi al-ujrah. 
c. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan 
agen layanan keuangan digital adalah akad ija>rah, akad ju’a>lah 
dan akad waka>lah bi al-ujrah. 
1) Dalam hal akad yang digunakan akad ija>rah, maka berlaku 
ketentuan dan batasan akad ija>rah sebagaimana terdapat 
dalam DSN-MUI Nomor : 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang 
akad ija>rah. 
2) Dalam hal akad yang digunakan akad ju’a>lah, maka berlaku 
ketentuan dan batasan akad ju’a>lah sebagaimana terdapat 
dalam DSN-MUI Nomor : 62/DSN-MUI /XII/2017 tentang 
akad ju’a>lah. 
3) Dalam hal akad yang digunakan akad waka>lah bi al-ujrah, 
maka berlaku ketentuan dan batasan akad waka>lah bi al – 
14 
 
 
 
ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor : 
113/DSN-MUI/IX/2017 tentang waka>lah bi al-ujrah.10 
Keempat : Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas 
Dalam penyelengaraan uang elektronik, penerbit dapat 
mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada 
pemegang dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk 
mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang 
elektronik; 
b. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan 
kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kelima : Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan 
Uang Elektronik 
Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar 
dari : 
a. Transaksi yang riba>wi, garar, maysir, tadlis, risywah dan israf. 
b. Transaksi atas obyek yang haram atau maksiat. 
Keenam : Ketentuan Khusus 
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a. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus 
ditempatkan di bank syariah. 
b. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang 
elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di 
penerbit tidak boleh hilang. 
Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan 
syariah sesuai dengan peraturan perundang-sundangan yang 
berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Kedelapan : Ketentuan penutup 
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta 
disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan.
11
 
C. Akad-akad yang terdapat dalam e-money 
1. Akad wadi>’ah 
a) Pengertian  
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Secara linguistik, wadi>’ah bisa diartikan dengan 
meninggalkan atau titipan. Secara istilah, wadi>’ah adalah 
sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak 
lain dengan tujuan untuk dijaga.
12
 
b) Landasan syariah 
QS. Al-Baqarah : 283 
 هةىضويبٍقىم هفاىًىرىف انًبتا ىك اكيد ًىتَ ٍىلَىك ورىفىس ٰىىلىع ٍميتٍنيك ٍفًإىكِ ۖ  ٍميكيضٍعىػب ىنًمىأ ٍفًإىف
 يوابىر ىواللا ًقاتىيٍلىك يوىتىػناىمىأ ىن ًيتٍُؤا مًذالا ِّدىؤيػيٍلىػف انضٍعىػبِ ۖ  ىةىداىهاشلا اويميتٍكىت ىلَّىكِ  ۖ  ٍنىمىك  
 ٍلىػق هًثِآ يوانًإىف اىهٍميتٍكىي يويبِ ۖ  هميًلىع ىفويلىمٍعىػت اىبِ يواللاىك  
Artinya : 
Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang 
dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanahnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada 
Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan 
kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh 
hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.
13
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c) Rukun dan syarat wadi>’ah 
1) Rukun wadi>’ah 
a) ‘Aqi>danyaitu penitip dan penerima. 
b) Wadi>’ah yaitu barang yang dititipkan. 
c) Sigat yaitu ijab qabul.14 
2) Syarat wadi>’ah 
a) Balig. 
b) Berakal. 
c) Rusyd(cerdas). 
d) Wadi>’ah (ada barang titipan), disyaratkan harus bisa 
dipegang atau tetap dalam genggaman tangan 
seseorang.
15
 
2 AkadQard} 
a) Pengertian  
Dilihat dari maknanya, qard} identik dengan akad jual beli. 
Karena, akad qard} mengandung makna pemindahan 
kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara istilah, 
qard}merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain 
dengan adanya pengembalian semisalnya.
16
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Ijab qabul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang 
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yang akan memiliki barang (pembeli). Lihat Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh 
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Al-qard}adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan 
pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya 
setelah jangka tertentu.
17
 
b) Landasan syariah 
Q.S Al-Hadid : 11 
 هيًر ىك هرٍجىأ يوىلىك يوىل يوىفًعاىضييىػف اننىسىح انضٍرىػق ىواللا يضًرٍقيػي مًذالا اىذ ٍنىم 
Artinya :  
Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) 
pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang 
banyak.
18
 
c) Syarat qard} 
1) Muqrid} yaitu orang yang memberi pinjaman dan benar – 
benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. 
2) Barang mitsli yaitu harta yang dipinjamkan hendaknya 
berupa harta yang ada padanannya baik yang bisa 
ditimbang, diukur maupun dihitung. 
                                                                                                                                                               
16
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh.., hlm.254. 
 
17
Ibid... hlm.254. 
 
18
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Raja Publishing, 
2011), hlm.538. 
 
19 
 
 
 
3) Adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan 
hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad-akad 
ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu 
terjadi maka akan menjadi riba>.19 
4) Jika orang yang meminjam mengembalikan lebih baik dari 
yang diberikan oleh pemberi pinjaman atau memberikan 
tambahan kepada pemberi pinjaman tanpa ada syarat atau 
niat sebelumnya dari pemberi pinjaman, maka hal itu sah, 
karena ia merupakan sikap tabarru’(tolong-menolong) dari 
peminjam dan membayar secara baik. 
5) Pemberi pinjaman memiliki barang yang akan dipinjamkan, 
dan tidak boleh baginya memberikan pinjaman yang bukan 
miliknya.
20
 
3 Akad Ija>rah 
a) Pengertian 
Menurut bahasa Ija>rah berarti “upah” atau “ganti” atau 
“imbalan”.21 Transaksiija>rahmerupakan salah satu bentuk 
kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk 
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memenuhi kebutuhan hidup. Menurut fuqaha Hanafiyah, 
ija>rahadalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan 
imbalan. Menurut fuqaha Syafi‟iyah, ija>rahadalah transaksi 
terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang 
bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan 
tertentu.
22
 
b) Landasan Syariah 
Al-Qasas : 26 
 يهٍرًجٍأىتٍسا ًتىبىأ اىي اىيهُا ىدٍحًإ ٍتىلاىق  ۖ  ييًمىٍلأا ُّمًوىقٍلا ىتٍرىجٍأىتٍسا ًنىم ىر ٍػي ىخ افًإ  
Artinya : 
Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai 
ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), 
sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil 
sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat 
dipercaya.
23
 
c) Obyek, rukun dan syarat ija>rah 
a) Obyek ija>rah 
1) Ija>rahyang mentransaksikan manfaat harta benda yang 
lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, 
pertokoan, kendaraan dan lain sebagainya. 
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2) Ija>rah yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim 
disebut perburuhan.
24
 
b) Rukun ija>rah 
1) Sigat (ija>b qabu>l), akad ija>rah harus berupa pernyataan 
kemauan dan niat dari kedua pihak yang melakukan 
kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang 
equivalen. 
2) Pihak yang bertransaksi (muajjir/pemberi sewa, 
musta’jir/penyewa).  
3) Obyek kontrak yang terdiri dari upah dan manfaat.25 
c) Syarat ija>rah 
1) Manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas. 
Hal ini dapat dilakukan misalnya, dengan memeriksa 
atau pemilik memberikan informasi secara transparan 
tentang kualitas manfaat barang. 
2) Obyek ija>rahdapat diserah-terimakan dan dimanfaatkan 
secara langsung dan tidak mengandung cacat yang 
menghalangi fungsinya.  
3) Obyek ija>rahdan pemanfaatannya haruslah tidak 
bertentangan dengan hukum syara‟. Menyewakan VCD 
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porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat, 
merupakan contoh kasus transaksi persewaan yang 
tidak memenuhi persyaratan ketiga ini. 
4) Obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari 
sebuah benda. Misalnya sewa-menyewa rumah untuk 
ditempati, mobil untuk dikendarai,buku untuk dibaca, 
tanah atau kebun untuk ditanami dan sebagainya. 
5) Harta benda yang menjadi obyek ija>rahharuslah harta 
benda bersifat isti’maliy, yakni harta benda yang dapat 
dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan 
kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya.
26
 
4 Akad Ju’a>lah 
a) Pengertian  
Secara harfiah, ju’a>lah bermakna sesuatu yang dibebankan 
kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang 
dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Menurut ahli 
hukum (qanun), ju’a>lah diartikan dengan hadiah yang 
dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah 
pekerjaan. Secara istilah, menurut madzhab Malikiyyah, 
ju’a>lah adalah akad sewa (ija>rah) atas suatu manfaat yang 
belum diketahui keberhasilannya ( terdapat probabilitas atas 
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keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan suatu 
pekerjaan). Seperti halnya ucapan seseorang, barang siapa 
mampu menemukan mobil saya yang hilang, atau barang siapa 
mampu menggali sumur ini hingga mengalir airnya, maka ia 
berhak mendapatkan hadiah yang saya perjanjian.
27
 
b) Landasan syariah 
QS.Yusuf : 72 
 ىعاىويص يدًقٍفىػن اويلاىق هميًعىز ًًوب اىنىأىك ويرًعىب يلًٍحْ ًوًب ىءاىج ٍنىمًلىك ًكًل ىمٍلا  
Artinya : 
Mereka menjawab,”Kami kehilangan piala raja, dan siapa 
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan 
makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu”.28 
c) Syarat akad ju’a >lah 
1) Orang yang terlibat dalam akad ju’a>lah, harus memiliki 
ahliyyah. Al ja’il (pemilik sayembara) haruslah orang yang 
memiliki kemutlakan dalam transaksi (balig, berakal dan 
rasyid). Untuk ami>l (pelaku), haruslah orang yang memiliki 
kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada 
manfaat yang bisa dihadirkan. 
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2) Hadiah, upah (ja’l) yang diperjanjikan harus disebutkan 
secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad 
ju’a>lah batal adanya, karena ketidakjelasan kompensasi. 
Seperti, barang siapa menemukan mobil saya yang hilang, 
maka ia berhak mendapatkan baju. Selain itu, upah yang 
diperjanjikan bukanlah haram, seperti minuman keras atau 
barang gasab. 
3) Manfaat yang akan dikerjakan pelaku (ami>l) haruslah jelas, 
dan diperbolehkan secara syar’i. Tidak diperbolehkan 
menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, 
praktik sihir, atau perkara haram lainnya. 
4) Madzhab Malikiyyah menambahkan satu syarat, akad 
ju’a>lah tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu. Namun 
ulama lain mengatakan, diperbolehkan memperkirakan 
jangka waktu dengan pekerjaan yang ada. Misalnya, barang 
siapa mampu menjahitkan baju saya dalam satu hari, maka 
ia berhak atas hadiah sekian.
29
 
4 Akad waka>lah bil ujrah 
a) Pengertian  
Secara linguistik, waka>lah bermakna menjaga atau 
juga bermakna mendelegasikan mandat, menyerahkan 
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sesuatu. Menurut Hanafiyyah, waka>lah adalah 
memposisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk 
menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara 
syar’i dan jelas jenis pekerjaannya.30 
Akad waka>lah bisa dilaksanakan dengan atau tanpa 
upah. Dengan alasan, ketika Rasullah mengirimkan duta 
untuk menarik zakat di suatu daerah, Rasulullah 
memberikan gaji kepada mereka. Ketika akad waka>lah bil 
ajr telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. 
Dalam artian, wakil dihukumi layaknya aji>r (orang yang 
disewa tenaganya) yang memiliki kewajiban untuk 
menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan 
yang bersifat syar’i.31Jika dalam akad waka>lah tersebut 
upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas 
ujrah al mitsl (upah sepadan), atau sesuai dengan adat 
kebiasaan yang berlaku. Jika dalam adat tersebut tidak 
berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad 
aslinya yang bersifat tabarru’.32 
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b) Landasan syariah 
QS. Yusuf:55 
اىزىخ ٰىىلىع ًنٍِلىعٍجٱ ىؿاىق  ۖ هميًلىع هظيًفىح ِّنًِّإ ًضٍرىٍلأٱ ًنًئ  
Artinya : 
Dia (Yusuf) berkata : “Jadikanlah aku bendaharawan 
negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang 
yang pandai menjaga,  dan berpengetahuan”.33 
c) Rukun wakalah 
1) Ija>bdari muwakil, yaitu pihak yang mewakilkan. 
2) Qabu>ldari wakil.34 
D. E-money harus terhindar dari 
1. Riba> 
a) Pengertian 
Secara bahasa riba> berarti al-ziyadah(tumbuh subur, 
tambahan).
35
Rasulullah saw telah menjelaskan, bahwa semua 
jenis pinjaman yang di dalamnya mengandung unsur manfaat, 
hadiah kecil, jasa atau kondisi yang bisa memuaskan 
kepentingan orang yang memberi pinjaman, adalah dilarang 
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adanya.
36
 Imam Sarakhi dan mazhab Hanafi dalam kitab Al – 
Mabsut mengatakan bahwa riba> adalah tambahan yang 
disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad}(padanan 
yang dibenarkan syariah) atas penambahan tersebut. 
Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hambali 
ketika ditanya tentang riba> beliau menjawab : sesungguhnya 
riba> itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan 
padanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau 
tidak mampu melunasi ia harus menambah dana (dalam bentuk 
bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.
37
 
Pada dasarnya praktek riba> yang dilakukan pada masa pra-
Islam adalah sebagai berikut : setiap kreditur berhak menerima 
pembayaran hutang dari pihak debitur atas piutang yang 
diberikannya. Namun kalau sudah sampai jatuh tempo, pihak 
kreditur dapat meminta debitur untuk melunasi 
hutangnya.
38
Jika dilihat dalam definisi riba> tersebut ada dua 
hal yang menjadi titik point tentang riba>. Yaitu tambahan dan 
transaksi penyeimbang. Adapun tambahan secara definitif 
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dimaksudkan sebagai tambahan kuantitas dalam penjualan aset 
yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas 
(tafadul), yakni penjualan barang-barang riba fadl seperti 
emas, perak, gandum, kurna, jewawut dan garam, serta segala 
komoditi yang disetarakan dengan keenam komoditi tersebut. 
Hal ini terjadi dalam jual beli barter pada barang-barang 
komoditi ribawi. Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi 
penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang 
melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. 
Penambahan yang adil menurut islam adalah tercermin dalam 
konsep bagi hasil pada akad muda>rabah dan musyarakah.39 
b) Macam-macam riba> 
1) Riba Nasi’ah 
Kata nasi’ah berasal dari kata dasar (fi’il madli) 
nasa’a yang bermakna menunda, menangguhkan, 
menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang 
diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali 
pinjamannya dengan memberikan “tambahan” atau “nilai 
lebih”.40 
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2) Riba Fadl 
Ibnu „Arabi memberikan definisi riba> fadl dengan 
semua tambahan yang melebihi nilai bagi pihak  lain tanpa 
adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut.
41
 
3) Dasar hukum 
Ar -Ruum ayat 39 
 ًواللا ىدٍنًع ويبٍرىػي ىلاىف ًساانلا ًؿاىوٍمىأ فِ ىويػبٍرىػًيل انًبر ٍنًم ٍميتٍيىػتآ اىمىك  ۖ  ٍميتٍيىػتآ اىمىك
 ىفويفًعٍضيمٍلا يميى ىكًئٰىلكيأىف ًواللا ىوٍجىك ىفكيدًيريت 
وةا ىكىز ٍنًم 
Artinya : 
Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 
menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari 
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah 
untuk orang – orang yang melipatgandakan 
(pahalanya).
42
 
2. Garar 
a) Pengertian  
Menurut ahli fiqih, garar adalah sifat dalam muamalah yang 
menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al-
‘aqi >bah). Secara operasional, garar bisa diartikan kedua belah 
pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap 
barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, 
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kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak 
kedua dirugikan.  
Garar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi 
tidak pasti. Di antara contoh praktik garar adalah sebagai 
berikut: 
1) Garar dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak 
sapi yang masih dalam kandungan. 
2) Garar dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon. 
3) Garar dalam harga (gabn), seperti murabahah rumah 1 
tahun dengan margin 20 persen atau murabahah rumah 2 
tahun dengan margin 40 persen. 
4) Garar dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang 
yang hilang.
43
 
b) Macam-macam garar 
1) Garar berat 
Garar berat adalah garar yang bisa dihindarkan 
dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku 
akad. Garar jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan 
kondisi dan tempat, oleh karena itu standar garar ini 
dikembalikan kepada ‘urf (tradisi). Jika tradisi pasar 
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mengategorikan garar tersebut adalah garar berat, maka 
garar itu juga berat menurut syariah. 
Di antara garar berat adalah menjual buah – 
buahan yang belum tumbuh, menyewakan (ija>rah) suatu 
manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang 
(akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada 
waktu penyerahan.
44
 
2) Garar ringan 
Yang dimaksud dengan garar ringan adalah garar 
yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan 
dimaklumi menurut ‘urf tujjar (tradisi pebisnis) 
sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan garar 
tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat 
fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan 
yang berbeda-beda jumlah harinya, menjadi buah-
buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang 
hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. 
Dalam contoh beberapa transaksi di atas 
terdapat ketidakjelasan, membeli rumah tetapi fondasi 
rumah tidak bisa dilihat, jumlah hari dalam bulan juga 
tidak pasti, dan seterusnya. Tetapi ketidakjelasan itu 
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dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu 
tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka 
garar ini dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap 
sah. Garar ringan ini dibolehkan menurut islam sebagai 
rukhsah (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi 
pelaku bisnis. Karena garar itu tidak bisa dihindarkan 
dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa 
garar ringan tersebut.45 
c) Landasan Syariah 
Hadits Rasulullah  
 ًرىرىغٍلا ًعٍيىػب ٍنىعىك ًةاىصٍىلحا ًعٍيىػب ٍنىع ىمالىسىك ًوٍيىلىع يواللا ىالىص ًواللا يؿويسىر ىىهىػن 
Artinya : 
Rasulullah Saw. Melarang jual beli yang mengandung garar.
46
 
 
3. Maysir 
a) Pengertian 
Menurut bahasa, maysir adalah judi pada masa 
jahiliah. Maysir juga sering diistilahkan dengan juzur, siham 
dan nard. Pada masa Jahiliah, istilah maysir diartikan al-qad 
liqtisa>mil juzur. Bahkan praktik judi saat itu menjadikan istri 
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dan anak-anaknya menjadi objek taruhan dan hamba sahaya 
sebagai imbalan bagi pemenang judi. Substansi maysir (judi) 
dalam praktik jahiliah adalah taruhan mukhatarah/murahanah, 
mengadu nasib dan istilah lain yang semakna. Maksud 
substansi maysir (judi) adalah setiap pelaku maysir bertaruh 
untuk menjadi pemenang atau pihak yang kalah.
47
 
b) Unsur-unsur maysir 
1) Taruhan mukhatarah/murahanah 
Atau dalam bahasa lain “mengadu nasib” yang 
menempatkan pelaku bisa menang dan kalah. Taruhan dan 
spekulasi menjadi kriteria inti seluruh bentuk maysir. 
2) Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib 
Tidak ada niat dan target lain kecuali mencari uang 
dengan cara mengadu nasib. Hal ini untuk membedakan 
dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. 
Seperti pertandingan futsal, dengan perjanjian, tim yang 
kalah dalam pertandingan, harus menanggung biaya sewa 
lapangan. 
3) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah (zero sume 
game) 
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Seluruh pelaku masih mempertaruhkan hartanya, pelaku 
judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (mu>qabi>l). 
Dalam judi, yang dipertaruhkan adalah uang yang 
diserahkan, hal ini berbeda dengan transaksi bisnis, karena 
dalam transaksi bisnis yang dipertaruhkan adalah kerja dan 
risiko bisnis. 
4) Harta yang dipertaruhkan dari peserta (pelaku) bukan dari 
pihak lain seperti sponsorship atau yang lainnya.
48
 
c) Landasan Syariah 
Q.S Al-Maidah ayat 90 
  ًفاىطٍياشلا ًلىمىع ٍنًم هسًٍجر ـي ىلٍَّزىٍلأاىك يباىصٍنىٍلأاىك يرًسٍي ىمٍلاىك يرٍمٍىلخا اىانًَّإ اوينىمىآ ىنيًذالا ا ىهُّػيىأ اىي يهويبًنىتٍجاىف  
 ىفويحًلٍفيػت ٍميكالىعىل 
Artinya : 
Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (meminum ) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan.
49
 
 
4 Tadlis 
a) Pengertian 
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Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek 
akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli 
seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
50
 
b) Macam-macam Tadlis 
1) Tadlis dalam kuantitas 
Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga 
kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga 
barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju 
sebanyak 1 kontainer. Jumlahnya banyak dan tidak 
mungkin dihitung satu persatu, penjual berusaha 
melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah 
barang yang dikirim kepada pembeli. Praktik 
mengurangi timbangan dan takaran merupakan contoh 
klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan 
penipuan kuantitas ini. Sedangkan kejahatan ini sering 
kali terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam 
tansaksi perdagangan.
51
 
2) Tadlis dalam kualitas 
Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk 
juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang 
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buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh 
penjual dan pembeli. Contoh tadlis dalam kualitas 
adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang 
menjual komputer bekas dengan kualifikasi pentium III 
dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp 
3.000.000,00. Pada kenyataannya tidak semua penjual 
menjual komputer dengan kualifikasi yang sama. 
Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi 
yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang 
sama , yaitu Rp. 3.000.000,00. Pembeli tidak dapat 
membedakan mana komputer dengan kualifikasi rendah 
dan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih 
tinggi, hanya penjual yang mengetahui dengan pasti 
kualifikasi komputer yang dijualnya.
52
 
3) Tadlis dalam harga 
Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk 
menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau 
rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli 
atau penjual. Dalam fikih disebut ghaban.Katakanlah 
seorang musafir datang ke Jakarta menggunakan kereta 
api, tiba di bandung. Ia kemudian naik taksi, namun 
tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke 
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jalan Braga di Bandung. Katakanlah pula, harga 
pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp 
12.000,00. Supir taksi menawarkan dengan harga 
Rp.50.000,00 setelah tawar-menawar, akhirnya 
disepakati rela sama rela Rp.40.000,00. Meskipun 
kedua belah pihak rela sama rela, namun hal ini 
dilarang karena kerelaan musafir bukan kerelaan yang 
sebenarnya, ia rela dalam kondisi tertipu.
53
 
4) Tadlis dalam waktu pembayaran 
Seperti juga pada tadlis (penipuan) dalam kualitas, 
kuantitas, harga, tadlis dalam waktu pembayaran juga 
dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila 
si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang 
tersebut pada esok hari, namun menjanjikan akan 
menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Walaupun 
konsekuensi tadlis dalam waktu penyerahan tidak 
berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah 
barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu 
adalah sesuatu yang sangat penting.
54
 
c) Landasan Syariah 
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Larangan tadlis dalam sistem ekonomi islam Q.S Al-An‟am 
ayat 152. 
 يهاديشىأ ىغيل ٍػبىػي ٰاتَّىح ينىسٍحىأ ىيًى ًتِ
الًاب الًَّإ ًميًتىيٍلا ىؿاىم اويبىرٍقىػت ىلَّىك  ۖ  ىلٍي ىكٍلا اويفٍكىأىك
 ًطٍسًقٍلًاب ىفاىزيًمٍلاىك  ۖ  ا ىهىعٍسيك الًَّإ انسٍفىػن يفِّلىكين ىلَّ  ۖ   ٍوىلىك اويلًدٍعاىف ٍميتٍليػق اىذًإىك
 ٰىبٍَريػق اىذ ىفاىك  ۖ  اويفٍكىأ ًواللا ًدٍهىًعبىك  ۖ  ىفكيراكىذىت ٍميكالىعىل ًوًب ٍميكااصىك ٍميكًلٰىذ  
Artinya : 
Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai 
(usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan 
dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan 
menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, 
bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan 
penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan 
kepadamu agar kamu ingat.
55
 
 
5 Risywah 
a) Pengertian 
Risywah (suap-menyuap) adalah memberi sesuatu 
kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan 
haknya. Pada umumnya, risywah tersebut dalam bentuk 
melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum yang berlaku 
atau untuk mempercepat mendapatkan sesuatu yang 
seharusnya didapatkan kemudian (perlu waktu). Jika hanya 
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salah satu pihak yang meminta suap dan pihak lain tidak rela 
atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh 
haknya, maka itu bukan termasuk risywah melainkan 
tindakan pemerasan.
56
 
b) Landasan Syariah 
Larangan risywah dalam ekonomi islam Q.S An-Nisa ayat 
29. 
 ٍنىع نةىراىًتَ ىفويكىت ٍفىأ الًَّإ ًلًطاىبٍلًاب ٍميكىن ٍػيىػب ٍميكىلاىوٍمىأ اويليكٍأىت ىلَّ اوينىمآ ىنيًذالا ا ىهُّػيىأ اىي
 ٍميكٍنًم وضاىرىػت  ۖ  ٍميكىسيفٍػنىأ اويليػتٍقىػت ىلَّىك  ۖ ا نميًحىر ٍميكًب ىفاىك ىواللا افًإ  
Artinya : 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yan batil (tidak 
benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 
suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu.
57
 
6 Israf  
a) Pengertian 
Secara bahasa Israf artinya memboroskan, membuang-
buang, melampaui batas atau berlebih-lebihan. Secara istilah 
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adalah melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas atau 
ukuran yang sebenarnya. Israf adalah perbuatan yang tidak 
disenangi Allah karena perbuatan ini merupakan bagian dari 
bentuk tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh 
Allah swt.
58
Dalam ekonomi, Israf adalah pengeluaran harta 
yang berlebihan.
59
 
b) Landasan Syariah 
Q.S Al – Isra‟ ayat 26 – 27  
Ayat 26 
 ٍسًمٍلاىك يواقىح ٰىبٍَريقٍلا اىذ ًتآىكانريًذٍبىػت ٍر ِّذىبيػت ىلَّىك ًليًباسلا ىنٍباىك ىيًك  
Artinya :  
Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada 
orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan 
janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 
boros.
60
 
Ayat 27 
 ًيًطاىياشلا ىفاىوٍخًإ اويناىك ىنًير ِّذىبيمٍلا افًإ  ۖ انرويفىك ًوِّبىرًل يفاىطٍياشلا ىفاىكىك  
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Artinya : 
Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara 
setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.
61
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BAB III 
GAMBARAN UMUM E-MONEY PADA BANK KONVENSIONAL DAN 
BANK SYARIAH 
 
A. Gambaran umum e-money pada bank konvensional 
1. Brizzi 
a. Profil Bank BRI penerbit Brizzi 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik 
pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria 
Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895. 
1) Visi 
Menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home 
to the Best Talent. 
2) Misi  
a) Memberikan yang terbaik 
Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 
mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, 
dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi 
masyarakat. 
b) Menyediakan pelayanan yang prima 
Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada 
nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional 
43 
 
 
 
dan memiliki budaya berbasis kinerja,teknologi informasi 
yang handal dan future ready,dan jaringan kerja 
konvensional maupun digital yang produktif dengan 
menerapkan prinsip operational risk management 
excellence. 
c) Bekerja dengan optimal dan baik 
Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal 
kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan 
memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan 
praktik Good Corporate Governance yang sangat baik.
1
 
b. Pengertian Brizzi 
Brizzi adalah uang elektronik milik Bank BRI yang 
menggunakan teknologi chip (chip based) dengan jenis 
unregistered yang bisa diidentifikasi berdasarkan nomor.
2
 
c. Profil Brizzi 
1) Media penyimpanan data uang elektronik Bank BRI adalah 
berbasis chip dan contact less. 
2) Tanpa proses registrasi (unregistered) dengan saldo maksimal 
Rp.1.000.000. 
d. Fungsi 
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Dapat dipakai di berbagai merchant (barang dan jasa) antara lain: 
1) Bayar belanja di minimarket (chain market) atau swalayan. 
2) Busway, kereta api, tol, tempat wisata, parkir dll. 
3) Kartu indentitas, member card, access card dll. 
4) Airport tax dll. 
e. Penggunaan Brizzi 
1) Harga kartu perdana Brizzi Rp.20.000,- atau sesuai ketentuan 
yang berlaku. 
2) Brizzi ini berjenis unregistered dengan saldo maksimal yang 
terdapat pada kartu Rp.1.000.000,- atau sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia. 
3) Batas nilai keseluruhan transaksi dalam 1 (satu) bulan adalah 
sebesar Rp.20.000.000,- atau sesuai dengan ketentuan Bank 
Indonesia. 
4) Kepemilikan kartu Brizzi dapat dialihkan dengan cara 
memberikan fisik kartu kepada orang lain (pemilik baru). 
5) Brizzidapat dijual oleh BRI atau selling agent BRI. 
6) Minimal top-up perdana Rp.1,- (ATM BRI) dan minimal nilai 
top up perdana Rp.20.000,- (ATM Bank lain). 
7) Nilai to up (isi ulang) terendah Rp.1,- 
8) Saldo minimal Rp.0,- 
9) Kartu Brizzi tidak memiliki batas kadaluarsa. 
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10) Saldo padaBrizzi bukan merupakan simpanan sehingga tidak 
dikenakan bunga dan tidak dijamin oleh LPS (Lembaga 
Penjamin Simpanan). 
11) Nilai satu rupiah pada Brizzi sama dengan nilai satu rupiah 
pada uang tunai. 
12) Penggantian Brizzi hanya bisa dilakukan bila nomor kartu 
Brizzimasih dapat diidentifikasi berdasarkan nomor yang 
tertera pada fisik kartu atau berdasarkan nomor yang 
ditampilkan pada reader.
3
 
f. Ketentuan produk 
1) Brizzi yang hilang atau dicuri tidak dapat di blokir atau diganti. 
2) Apabila kartu tidak digunakan dalam jangka waktu 6 bulan 
maka akan dikenakan biaya Rp.5.000 sebagai biaya denda. 
3) Top up kartu tidak ada biaya tambahan.4 
2. E-Money 
a. Profil bank Mandiri penerbit E-Money 
Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai 
bagian dari progam restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan 
oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank 
pemerintah yaitu bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank 
                                                          
 
3
 Brosur produk Brizzi  di Bank Rakyat Indonesia. 
 
4
 Anggita Pratiwi Mandiri, Costumer Service BRI, Wawancara Pribadi, 17 Januari 2019, 
jam 14.45 – 15.10 WIB. 
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Ekspor Impor Indonesia dan bank Pembangunan Indonesia dilebur 
menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut 
memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan 
perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, bank Mandiri 
meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan 
kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian indonesia. 
1) Visi  
Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi 
dan selalu progresif. 
2) Misi 
a) Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. 
b) Mengembangkan sumber daya manusia profesional. 
c) Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder. 
d) Melaksanakan manajemen terbuka. 
e) Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.5 
b. Pengertian E-Money 
Mandiri E-Money adalah sebuah kartu nirsentuh yang 
memudahkan transaksi harian. Transaksi menjadi mudah dan 
praktis, tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan oleh uang 
kembalian. 
c. Profil E-Money 
                                                          
 
5
 PT. Bank Mandiri, dikutip dari www.bankmandiri.co.id diakses 22 Maret 2019. 
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1) Menggunakan teknologi RFID (Radio Frequency 
Identificatioan) yang memungkinkan pemegang kartu 
melakukan transaksi hanya dengan melakukan tapping ( 
tempek kartu ke reader). 
2) Nilai uang tersimpan berupa saldo yang tersimpan pada chip 
kartu. 
3) Pada saat transaksi, kartu cukup di-tap sampai saldo berkurang 
sesuai dengan nominal transaksi, tidak diperlukan tanda tangan 
maupun PIN. 
4) Saldo dapat diisi ulang (top-up) melalui berbagai pilihan 
channel yang tersebar, dengan batas maksimum total nilai isi 
ulang sebesar Rp 20.000,- per bulan. 
5) Maksimal saldo tersimpan Rp 1.000.000,- per kartu. Saldo pada 
kartu tidak diberikan bunga. 
6) Kartu dapat dimiliki oleh nasabah maupun non-nasabah Bank 
Mandiri. 
7) Kartu dapat dipindahtangankan sepanjang fisik kartunya 
berpindah. 
d. Penggunaan E-Money 
1) Harga pembelian kartu E-money bervariasi, bergantung pada 
edisi/desain kartu yang dibeli sesuai dengan kebijakan bank. 
2) Tidak ada biaya administrasi/biaya bulanan. 
3) Tidak dikenakan biaya atas klaim saldo E-Money yang rusak. 
48 
 
 
 
4) Tidak ada nilai minimum transaksi. 
5) Dikenakan biaya pengisian/top up saldo pada channel – 
channel non bank Mandiri (misal:ATM bersama, mesin EDC 
selain EDC mandiri, toko retail,dll) sesuai dengan kebijakan 
penyedia jasa top up.
6
 
e. Ketentuan produk 
1) Apabila kartu E-money hilang maka pihak bank tidak dapat 
mengganti karena E-money bukan merupakan simpanan. 
2) Apabila kartu rusak bank masih bisa mengganti kartu selama 
nomer yang terdapat dalam E-money masih bisa terbaca. 
3) Tidak ada denda kartu apabila kartu E-money tidak digunakan. 
B. Gambaran umum e-money pada bank syariah 
1. E-Money Syariah 
a. Profil bankSyariah Mandiri penerbit E-Money Syariah 
PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi 
sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 
1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan 
harmonisasi idealisme usaha dengan nilai – nilai spiritual. 
1) Visi  
a) Untuk nasabah 
BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, 
menentramkan dan memakmurkan. 
                                                          
 
6
 PT. Bank Mandiri, dikutip dari www.bankmandiri.co.id diakses 22 Maret 2019. 
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b) Untuk pegawai 
BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan 
untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. 
c) Untuk investor 
Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya 
yang terus memberikan value berkesinambungan. 
2) Misi  
a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata – 
rata industri yang berkesinambungan. 
b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis 
teknologi yang melampaui harapan nasabah. 
c) Mengutamakan penghimpun dana murah dan penyaluran 
pembiayaan pada segmen ritel, 
d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai – nilai syariah 
universal. 
e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan 
kerja yang sehat. 
f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan.
7
 
b. Pengertian E-Money Syariah 
                                                          
 
7
 PT Bank Syariah Mandiri, dikutip dari www.syariahmandiri.co.id diakses 21 Maret 
2019. 
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BSM E-Money adalah kartu prabayar berbasis smart card 
yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan Bank Mandiri. 
c. Manfaat  
Mudah dan praktis dalam melakukan transaksi harian, tidak 
perlu membawa uang tunai dan direpotkan oleh uang kembalian. 
d. Penggunaan produk 
1) Persyaratan 
Memiliki rekening rabungan atau giro di BSM. 
2) Harga 
Harga kartu BSM E-Money Rp 20.000/kartu. 
3) Nasabah pemegang BSM E-Money dapat melakukan transaksi 
pembayaran di merchant yang telah bekerja sama dengan Bank 
Mandiri yaitu dengan fitur sebagai berikut: 
a) Isi ulang (top-up), cek saldo dan cetak histori transaksi 
BSM E-money menggunakan BSM Card atau Mandiri 
Debit di ATM Mandiri, EDC Mandiri cabang BSM, 
Cabang Mandiri yang bertanda khusus E-Money. 
b) Maksimal saldo Rp 1.000.000,- (sesuai ketentuan Bank 
Indonesia). 
c) Dapat dipindahtangankan. 
d) Saldo tersimpan pada chip pada saat transaksi tidak 
diperlukan tanda tangan dan pin. 
4) Biaya transaksi top up/isi ulang menggunakan BSM Card 
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a) Di ATM Mandiri : Rp 2.000. 
b) Di EDC Mandiri : Rp 6.000.8 
e. Ketentuan produk 
1) Apabila kartu hilang maka bankSyariah Mandiri tidak ada 
kewajiban untuk mengganti karena bukan merupakan 
simpanan. 
2) Biaya top-up minimal Rp 20.000-Rp 50.000.9 
2. TapCash iB Hasanah 
a. Profil bank BNI Syariah penerbit Tap Cash iB Hasanah 
BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. 
Dengan berlandaskan pada undang-undang tahun 1998 pada 
tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI 
dengan 5 kantor cabang. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank 
Indonesia Nomor 12/41.KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 
mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. 
1) Visi 
Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam 
layanan dan kinerja. 
2) Misi 
                                                          
 
8
PT Bank Syariah Mandiri, dikutip dari www.syariahmandiri.co.id diakses 22 Maret 
2019.  
 
9
Satria, Costumer Service Bank Syariah Mandiri, Wawancara Pribadi, 17 Januari 2019, 
jam 13.21-14.13 WIB. 
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a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan 
peduli pada kelestarian lingkungan. 
b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 
perbankan syariah. 
c) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 
d) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan 
untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai 
perwujudan ibadah. 
e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.10 
b. Pengertian 
1) Kartu BNI TapCash iB Hasanah adalah uang elektronik yang 
diterbitkan oleh BNI berbentuk kartu sebagai pengganti uang 
tunai yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran 
di seluruh merchant yang telah bekerjasama dengan BNI dan 
BNI Syariah serta dapat diisi ulang. 
2) Pemegang kartu adalah pihak atau perorangan yang memiliki 
kartu BNI TapCash iB Hasanah. 
3) Transaksi pembayaran (Purchase) adalah proses pengurangan 
saldo pada kartu BNI TapCash iB Hasanah pada saat 
membayar transaksi belanja yang dilakukan di penyedia barang 
atau jasa. 
                                                          
 
10
 PT Bank BNI Syariah dikutip dari www.bnisyariah.co.id diakses 22 Maret 2019. 
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4) Transaksi isi ulang (top-up) adalah transaksi pengisian dana ke 
dalam kartu BNI TapCash iB Hasanah. 
5) Statement Print adalah detail 5 (lima) transaksi terakhir dari 
kartu BNI TapCash iB Hasanah. 
6) Transaksi adalah transaksi pembayaran, transaksi isi ulang 
(top-up) dan transaksi lainnya yang ditentukan oleh BNI dan 
BNI Syariah. 
7) Kartu rusak adalah kartu yang tidak dapat digunakan 
bertransaksi (purchase, top-up dll) meskipun kondisi fisik kartu 
baik (tidak patah, tergores dan terkena panas). 
c. Profil TapCash iB Hasanah 
1) Kartu BNI TapCash iB Hasanah dapat dipindahtangankan 
kepada pihak manapun. 
2) Dana pada BNI TapCash iB Hasanah akan disimpan pada suatu 
rekening penampungan tersendiri, dimana termasuk rekening 
kewajiban segera sehingga tidak termasuk Dana Pihak Ketiga 
(DPK), tidak dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan 
tidak mendapatkan keuntungan bulanan dari hasil pengolahan 
dana dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 
3) Dana pembelian BNI TapCash iB Hasanah tidak dapat 
direfund. 
4) Kartu BNI TapCash iB Hasanah tidak dapat dipergunakan 
untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi. 
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5) Apabila terjadi kehilangan kartu, maka sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab pemegang kartu. 
d. Fungsi 
1) Kartu ini merupakan uang elektronik pengganti uang tunai 
yang berfungsi sebagai alat pembayaran. 
2) Kartu ini dapat diisi ulang di ATM atau EDC BNI yang ada 
diseluruh merchant kartu BNI TapCash iB Hasanah dengan 
menggunakan Hasanah Debit/kartu Debit BNI. 
3) Penggunaan kartu BNI TapCash iB Hasanah ini untuk transaksi 
yang sesuai dengan prinsip Syariah. 
e. Penggunaan TapCash 
1) Pemegang kartu hanya dapat menggunakan kartu BNI TapCash 
iB Hasanah untuk melakukan transaksi pembayaran selama 
dana pada kartu tersebut mencukup. 
2) Batas maksimal saldo kartu TapCash iB Hasanah adalah 
1.000.000,-(sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia). 
3) Pemegang kartu wajib menggunakan dan atau menjaga kartu 
BNI TapCash iB Hasanah sesuai dengan ketentuan dalam 
panduan penggunaan. 
f. Ketentuan produk 
1) Apabila kartu hilang atau dicuri, Bank tidak dapat melakukan 
pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan Bank tidak 
berkewajiban mengembalikan saldo. 
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2) Apabila kartu BNI TapCash iB Hasanah rusak, pengguna dapat 
melakukan refund dengan membawa kartu yang rusak ke 
cabang  BNI Syariah.
11
 
Dalam hal mekanisme serta alur produk baik e-money yang 
diterbitkan bank konvensional dan e-money yang diterbitkan bank syariah 
sama. Produk e-money baru akan dibuat jika bank konvensioanal atau 
bank syariah menerima permintaan dari nasabah untuk menerbitkan kartu 
tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat alur sebagai berikut: 
Gambar 1 
Skema Penerbitan Kartu E-Money Konvensional dan E-money Syariah 
 a  
 
 c                     b 
   
  
Keterangan : 
a) Bank syariah/konvensional menerima permintaan pembuatan kartu e-
money (syariah/konvensional). 
b) Bank konvensional/syariah mencetakkan kartu yang dipesan nasabah. 
                                                          
 
11
 Brosur produk Tap Cash iB Hasanah di Bank BNI Syariah. 
Bank 
(Konvensional/Syariah) 
Nasabah 
E-money 
(Konvensional/Syariah)  
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c) Nasabah mendapatkan kartu e-money konvensional/syariah. 
Berikut merupakan merupakan mekanisme top-up kartu e-money 
(konvensional dan syariah). Dalam praktiknya, pengisian ulang (top-up) 
kartu dapat dilakukan melalui teller bank, mesin Electronic Data Capture 
(EDC) dan mesin ATM. Berikut merupakan top up melalui counter bank: 
Gambar 2 
Alur Pengisian Ulang di Konter Bank Syariah/Konvensional 
 a  
c       b 
  c                         b 
 
 
Keterangan : 
a) Nasabah menyerahkan uang ke teller bank (Konvensional/Syariah) 
b) Bank mengisi (top-up) kartu 
c) Bank mencetak struk pembayaran dan memberikannya kepada 
nasabah. 
 
 
 
Nasabah Counter bank 
(Konvensional/Syariah) 
Struk 
pembayaran  
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 Gambar 3  
Mekanisme Pembayaran 
 
                             a                                              b(2) 
                           b(1)                                          c 
keterangan : 
a) Nasabah melakukan pembayaran dengan menempelkan kartu ke 
sensor transaksi di mesin EDC (Eletronic Data Capture) pedagang 
(merchant). 
b) Mesin EDC pedagang melakukan: 
1) EDC pedagang (merchant) memotong saldo/nilai yang terdapat 
dalam kartu nasabah secara langsung dan singkat. 
2) Lalu EDC pedagang memberikan data transaksi secara otomatis 
kepada bank mandiri untuk meminta pembayaran. 
c) Bank memberikan sejumlah dana berdasarkan transaksi nasabah 
kepada pedagang. 
  
 
 
 
Bank  Pedagang 
(merchant) 
Nasabah 
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BAB IV 
ANALISIS  
A. Analisis Praktik Layanan E-Money Pada Sistem Pembayaran 
Elektronik 
Dalam praktiknya mulai dari penerbitan kartu sampai dengan 
penggunaan kartu e-money baik e-money syariah maupun e-money 
konvensional adalah sama. Dalam bab tiga sudah terdapat penjelasan 
mengenai yang pertama penerbitan kartu yaitu: bank syariah /konvensional 
menerima permintaan pembuatan kartu e-money dari nasabah kemudian 
pihak bank mencetakkan kartu yang dipesan nasabah. Nasabah 
memberikan sejumlah uang kepada pihak bank karena telah membuatkan 
kartu e-money, harga dari kartu e-money berkisar Rp. 20.000-Rp.50.000 
tergantung pada bank penerbitnya. Yang kedua yaitu mekanisme pengisian 
ulang (top-up) di konter bank syariah/konvensioanl yaitu: nasabah 
menyerahkan uang ke teller bank selanjutnya bank mengisi (top-up) kartu 
kemudian bank mencetakkan struk pembayaran dan diserahkan kepada 
nasabah. Setiap bank menerapkan minimal pengisian ulang (top up) 
berbeda-beda seperti pada bank BRI biaya top up pada kartu Brizzi 
minimal Rp.1,- sedangkan pada kartu seperti E-Money dan E-Money 
Syariah mininal biaya top up sekitar Rp. 20.000-50.000, dan pada Tap 
Cash iB Hasanah minimal biaya top up yaitu Rp.10.000, tapi untuk 
maksimal saldo pada kartu e-money semua bank penerbit e-money sama 
yaitu Rp.1.000.000 (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia). Yang 
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ketiga yaitu mekanisme pembayaran menggunakan kartu e-money yaitu: 
nasabah melakukan pembayaran dengan menempelkan kartu ke sensor 
transaksi di mesin EDC (Elektronic Data Capture) pedagang (merchant), 
kemudian mesin EDC pedagang (merchant) memotong saldo atau nilai 
yang terdapat dalam kartu nasabah secara langsung singkat lalu EDC 
pedagang memberikan data transaksi secara otomatis kepada bank mandiri 
untuk meminta pembayaran selanjutnya bank memberikan sejumlah dana 
berdasarkan transaksi nasabah kepada pedagang. 
B. Analisis Praktik Layanan E-Money Pada Sistem Pembayaran 
Elektronik Menurut Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017. 
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
15/POJK.04/2015, Akad syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis 
antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban yang menjadi dasar 
berlakunya suatu perjanjian. Akad juga menjadi pembeda mekanisme 
berjalannya produk e-money dari bank syariah seperti E-Money syariah 
dari bank Mandiri Syariah dan Tap Cash iB Hasanah dari bank BNI 
Syariah menggunakan suatu skema tertentu yang dikenal dalam dunia 
Ekonomi Islam. Dalam Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 
tentang akad penghimpun dana penyaluran dana bagi bank yang 
melakukan  kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada pasal 2 
menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan kegiatan penghimpun dan 
penyaluran dana bank wajib membuat akad sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Bank Indonesia ini dan wajib ditegaskan jenis transaksi syariah 
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yang digunakan. Bahkan pada pasal 21 juga dijelaskan sanksi bagi bank 
jika tidak melaksanakan ketentuan tersebut berupa teguran tertulis hingga 
penggantian pengurus.
1
 
E-money yang diterbitkan bank syariah yaitu E-money syariah dan 
TapCash iB Hasanah memiliki mekanisme dan alur produk, mekanisme 
pengisian ulang serta mekanisme pembayaran yang sama dengan e-money 
yang diterbitkan bank konvensional yaitu E-money dan Brizzi tapi yang 
menjadi pembeda adalah akad yang ada dalam produk e-money syariah 
jelas sedangkan dalam produk e-money konvensional tidak ada akad yang 
jelas. Berikut merupakan akad-akad yang ada dalam E-money syariah dan 
TapCash iB Hasanah: 
1. Akad wadi>’ah, dalam produk E-money syariah dan TapCash iB 
Hasanah terdapat akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik 
kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat 
mengambil atau menarik atau menggunakan kapan saja sesuai 
kesepakatan. 
2. Akad qard}, dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan 
digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan 
(wadi>’ah) berubah menjadi akad pinjaman (qard}) dan tanggung jawab 
penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qard}. Maka 
berlaku ketentuan akad qard} sebagai berikut: 
                                                          
 
1
 Peraturan Bank Isndonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan 
Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 
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a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil 
atau digunakan oleh pemegang kartu kapan saja. 
b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari 
pemegang uang elektronik. 
c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang 
uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. 
3. Akad ija>rah, merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan 
pembayaran atau upah. Dalam produk E-Money Syariah dan TapCash 
iB Hasanah, akad ija>rah (pengupahan) dapat diidentifikasikan dalam 
produk ini yaitu dalam setiap transaksi yang mendatangkan 
keuntungan diantaranya adalah pada pengambilan biaya administrasi 
saat pengisiap ulang (top-up) kartu. Biasanya untuk biaya top-up kartu 
E-money syariah dan TapCash iB Hasanah sebesar Rp. 2.000,-. Dalam 
mekanisme ini, tidak ada yang dilanggar sebagaimana yang tertulis 
dalam fatwa tentang ija>rah bab 2. Obyek manfaatnya jelas dan tidak 
diharamkan, manfaat dari jasanya dapat dinilai dan dilaksanakan dalam 
kontrak, manfaatnya dapat dikenali dengan jelas dan spesifik serta 
sewa atau upah juga jelas diketahui dan dibayarkan atas penggunaan 
manfaat berupa jasa. 
4. Akad ju’a>lah, merupakan akad untuk memberikan imbalan 
(reward/’iwad}/ju’l) tertentu atas pencapaian hasil (nati>jah) yang 
ditentukan dari suatu pekerjaan. Acquirer adalah pihak yang 
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bekerjasama dengan pedagang yang dapat memproses data uang 
elektronik dan menampung dana hasil penukaran uang elektronik yang 
dilakukan pedagang kepada penerbit. Dalam fungsi tersebut, acquirer 
dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan (reward/’iwad}/ju’l) 
berupa merchant fee yang diambil dari harga objek transaksi atau 
pelayanan atas jasa pemasaran, jasa pemrosesan data uang elektronik 
dan jasa efisiensi yang didasarkan pada akad ju’a>lah. 
5. Akad waka>lah bi al-ujrah, merupakan akad waka>lah dengan imbalan. 
Penerbit kartu e-money syariah dapat bekerjasama dengan pedagang 
(merchant) sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini pedagang 
menjadi wakil dari penerbit, maka transaksi apapun dilakukan lewat 
pedagang tersebut atas nama penerbit. Hal ini sama halnya dengan 
penerbit bertindak sendiri. Dalam hubungan tersebut, pedagang 
(merchant) dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan (ujroh) dari 
penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukan. 
Yang harus dihindari dari e-money syariah: 
1. Maysir, adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian atau 
untung-untungan. Penyelenggara uang elektronik harus didasarkan 
oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran cepat dan efisien tidak 
untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maysir (untung-
untungan).  
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2. Riba>, merupakan transaksi dengan pengambilan tambahan. Transaksi 
uang elektronik merupakan transaksi tukar-menukar atau jual beli 
barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang 
elektronik dalam bentuk rupiah. Pertukaran antara nilai uang tunai 
dengan uang elektronik harus sama jumlahnya baik kualitas maupun 
kuantitasnya, jika jumlahnya tidak sama, maka tergolong kedalam 
bentuk riba> al-fadl yaitu tambahan atas salah satu dua barang yang 
dipertukarkan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis. Oleh 
karena dalam e-money syariah pertukaran antara uang tunai dengan 
uang elektronik harus sama. 
3. Israf, adalah pengeluaran yang berlebihan. Uang elektronik pada 
dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran cepat / efisien/mikro, 
agar terhindar dari israf dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah 
nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi 
uang elektronik Rp.20.000.000 dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan 
dengan Peraturan Bank Indonesia. 
4. Garar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad. Dalam e-money syariah 
tentu saja akad-akad yang ada didalamnya jelas. 
5. Tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan. Bank penerbit 
kartu E-Money Syariah dan TapCash iB Hasanah menyerahkan kartu 
tersebut dalam keadaan baru artinya tidak ada kecacatan. Apabila 
selama penggunaan kartu, dan kartu rusak maka pihak bank akan 
mengganti kartu tersebut selama nomer seri pada kartu masih bisa 
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terbaca. Dalam hal ini tentu saja E-Money Syariah dan TapCash iB 
Hasanah terhindar dari tadlis. 
6. Risywah, yaitu pemberian untuk mengambil yang bukan haknya. 
Dalam penerbitan kartu E-Money Syariah dan TapCash iB Hasanah 
terdapat akad jual beli. Bank menerbitkan kartu dan nasabah 
membayar kartu tersebut yang selanjutnya kartu tersebut menjadi milik 
atau menjadi hak nasabah. Kemudian akadnya menjadi qard} (utang 
piutang), pemegang kartu dapat mengambil nominal uang kapan saja 
dan dapat menggunakannya kapan saja. Penerbit boleh menggunakan 
(menginvestasikan) uang hutang dari pemegang kartu. Sehingga disini 
tidak ada pemberian untuk mengambil yang bukan haknya (tadlis) 
karena akadnya jelas yaitu jual beli dan qard}. 
Tabel  1 
Tabel halal dan haram e-money syariah dan e-money konvensional sesuai 
dengan prinsip ekonomi syariah 
 
        Item 
E-money  
Syariah 
E-money 
Konvensional 
 
Penjelasan  
Halal  Haram  Halal Haram  e-money syariah e-money 
konvensional 
        Penerbitan  
kartu  
  -   - Sesuai dengan 
rukun jual beli 
dimana terdapat 
Sesuai dengan 
transaksi jual 
beli dimana 
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transaksi 
penjualan dan 
pembelian kartu 
e-money syariah 
terdapat 
transaksi 
penjualan dan 
pembelian kartu 
e-money 
konvensional 
Top up    -   - Sesuai dengan 
Fatwa DSN MUI 
No.116 tahun 
2017, yaitu 
terdapat akad 
wadi>’ahdengan 
membayar biaya 
administrasi top 
up 
Sama seperti e-
money syariah 
yaitu mengisi 
saldo e-money 
konvensional 
tapi tanpa biaya 
administrasi top 
up 
        Transaksi  
Kartu  
  -   - Tidak ada biaya 
tambahan saat 
bertransaksi 
menggunakan e-
money syariah 
Tidak ada biaya 
tambahan saat 
bertansaksi 
menggunakan e-
money 
konvensional 
Bank  
      Penerbit  
  - -   Sistem pembiyaan 
menggunakan 
Sistem 
pembiayaan 
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  Kartu  sistem bagi hasil  masih 
menggunakan 
sistem bunga 
(Riba>) 
  Denda 
  Kartu  
  - -   Tidak ada biaya 
denda apabila 
kartu tidak 
digunakan 
Terdapat 
ketidakjelasan 
(garar) dalam 
sistem denda 
apakah denda 
Rp 5.000 atau 
kartu diblokir 
 
Menurut tabel diatas terdapat kesamaan antara e-money syariah dan 
e-money konvensional. Berikutnya adalah akad jual beli biasa (al-bay’). 
Rukun jual beli itu ada empat, yaitu : 
(1) Akad (ija>b qabu>l). 
(2) Orang-orang yang berakad (al-aqi>dan). 
(3)  Terdapat barang/obyek jual (ma’qud alaih). 
(4) Ada alat tukar pengganti barang. 
Sedangkan syarat sahnya jual beli adalah  
(1) Para subyek yang berakad harus berakal sehat. 
(2) Dewasa (balig). 
(3) Dan atas kemauan sendiri atau tanpa paksaan. 
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Menurut fatwa DSN-MUI No.82 tahun 2011. Ketentuan mengenai 
perdagangan (jual beli) adalah: 
(1) Barang harus halal dan tidak dilarang perundang-undangan. 
(2) Jenis, kualitas, kuantitas, dan harga barang yang diperdagangkan harus 
jelas. 
(3) Barang yang diperdagangkan harus sudah ada (wujud) dan dapat 
diserahterimakan secara fisik. 
(4) Penjual harus memiliki barang atau menjadi wakil dari pihak lain yang 
memliki barang. 
(5) Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dengan 
tata cara dan waktu sesuai kesepakatan. 
(6) Pembeli wajib membayar barang yang dibeli kepada penjual dengan 
tatacara dan wajib sesuai kesepakatan. 
(7) Pembeli boleh menjual barang tersebut kepada selain penjual 
sebelumnya hanya setelah tersebut kepada selain penjual sebelumnya 
hanya setelah terjadi penguasaan barang secara mutlak atau 
penguasaan barang secara hukum atas barang tersebut.
2
 
Dalam mekanisme pembelian kartu E-Money Syariah dan TapCash 
iB Hasanah, telah terpenuhi rukun dan syarat sahnya yaitu penerbit sebagai 
penjual dan pemegang sebagai pembeli, obyek jual beli berupa fisik kartu, 
                                                          
 
2
Fatwa DSN-MUI No.82 tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip 
Syariah di Bursa Komoditi. 
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dan alat tukarnya sebagai uang rupiah. Sedangkan dalam pembuatan 
kartunya, calon pemegang kartu harus berakal sehat, dewasa dan atas 
kemauan sendiri. Semua ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut juga 
tidak ada yang bertentangan dengan jual beli fisik kartu E-Money Syariah 
dan TapCash iB Hasanah. Kartunya adalah barang yang halal dan 
diperbolehkan sesuai dengan undang-undang, jelas jenis, kualitas dan 
harga barangnya serta diserahterimakan langsung saat akad.  
Berbeda dengan e-money syariah, e-money konvensional tidak 
memiliki akad yang jelas (garar). Oleh karena itu banyak yang 
berspekulasi bahwa e-money konvensional haram karena terdapat garar. 
Selain itu banyak alasan yang menyebabkan e-money konvensional 
menjadi haram yaitu: 
1. Selain akad yang ada dalam e-money konvensional mengandung garar. 
Baik objek maupun tempat transaksi e-money konvensional belum 
terjamin kehalalannya. Karena dalam perbankan konvensional tidak 
mengenal tempat ataupun objek untuk transaksi e-money yang halal 
maupun haram asalkan tempat tersebut mendatangkan keuntungan 
yang besar maka tempat atau objek tersebut bisa dijadikan transaksi. 
2. Bank penerbit e-money konvensional masih menerapkan sistem bunga 
(riba>). Maka uang dari e-money akan tersimpan di bank konvensional 
sehingga akan bercampur dengan riba> yang terdapat dalam bank 
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konvensional tersebut. Riba> dalam Islam tidak diperbolehkan sesuai 
dengan Q.S Al-Baqarah ayat 275. 
اىبِّرلا ـىار ىحىك ىعٍيىػبٍلا يواللا الىحىأىك 
Artinya : 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3
 
  Dalam surah tersebut sudah jelas bahwa Allah 
menghalalkan segala macam jual beli, tapi mengharamkan adanyariba>. 
Dalam bank konvensional masih menerapkan sistem bunga (riba>), 
sehingga semua transaksi, pembiayaan bahkan produk dalam bank 
tersebut menjadi haram karena dari awal bank tersebut menerapkan 
riba>yang diharamkan oleh Allah maka semua yang ada dalam bank 
tersebut juga menjadi haram termasuk e-money konvensional. 
  Ada beberapa kaidah yang mengaharamkan riba>, yaitu: 
a. Kaidah pertama 
 ـي اىرٍىلحا ىبِّليغ ـي اىرٍىلحاىك يؿ ىلاٍىلحا ىعىمىتٍجا اىذًإ 
Artinya : 
Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana 
haram.
4
 
                                                          
 
3
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan.., hlm.47. 
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Sesuai kaidah ini, jika dana halal bercampur dengan dana haram, 
maka hukum haram lebih diunggulkan dan menjadi hukum 
keseluruhan dan tersebut. Seperti yang diketahui bank 
konvensional masih menggunakan sistem bunga (riba>) dalam 
Islam adalah haram, sehingga semua yang ada dalam bank 
konvensional seperti produk, pembiayaan dan lain-lain menjadi 
haram termasuk e-money konvensional.  
b. Kaidah kedua, 
 فإف ،ونم ويلإ ةجالحا وعدت اميف صخر كلذلف ،ابرلا نم لقأ ررغلا ةدسفمك
 ناررغ ونوك ررض نم ناررض دشأ ويمرتح 
Artinya : 
Mafsadah garar lebih ringan daripada riba. Karena itu 
dibolehkan untuk garar karena menjadi kebutuhan umum, yang itu 
tidak ada dalam riba. Karena riba lebih berbahaya daripada 
keberadaan garar.
5
 
 
riba> tidak dibolehkan, sedikit maupun banyak. Tidak seperti garar 
yang itu dibolehkan jika sedikit dan tidak boleh jika banyak. 
Mafsadah garar lebih ringan dari pada riba>. Karena itu dibolehkan 
untuk garar karena menjadi kebutuhan umum, yang itu tidak ada 
dalam riba>. Karena riba> lebih berbahaya dari pada keberadaan 
garar. 
                                                                                                                                                               
 
4
Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan.. hlm.221 
 
5
 Ibid.. hlm.84. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Praktik layanan e-money pada sistem pembayaran elektronik yang 
dilakukan oleh e-money syariah (E-Money Syariah dan Tapcash iB 
Hasanah) dan e-money konvensional (Brizzi dan E-Money) mulai dari 
mekanisme sampai dengan pembayaran adalah sama, dilakukan ketika 
bank konvensional/bank syariah menerima permintaan untuk dibuatkan 
kartu e-money/e-money syariah, kemudian bank membuatkan kartu e-
money/e-money konvesional dengan membayar Rp.20.000-Rp.50.000 
tergantung dari bank penerbit menetapkan harga. Kemudian pengisian 
ulang (top-up) kartu pada konter bank, dilakukan ketika nasabah 
menyerahkan uang top-up kartu. Kemudian bank mengisi (top-up) 
kartu dan memberikan struk pembayaran. Selanjutnya pada mekanisme 
pembayaran, dilakukan ketika nasabah melakukan pembayaran dengan 
menempelkan kartu ke sensor transaksi di mesin EDC merchant. 
Mesin EDC melakukan pemotongan saldo serta EDC merchant 
memberikan data transaksi secara otomatis kepada bank untuk 
meminta pembayaran selanjutnya bank memberikan sejumlah dana 
berdasarkan transaksi nasabah kepada pedagang. 
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2. Praktik layanan e-money sistem pembayaran elektronik menurut DSN 
MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, 
seperti yang dijelaskan pada bab IV bahwa e-money syariah adalah 
halal menurut fatwa DSN MUI No.116 tahun 2017 karena akadnya 
jelas serta terhindar dari riba>.Sedangkan e-money konvensional adalah 
haram karena bank penerbit dari e-money konvensional masih 
menerapkan sistem bunga (riba>) sehingga semua transaksi, 
pembiayaan bahkan produk dalam bank tersebut menjadi haram karena 
dari awal bank tersebut menerapkan riba> yang diharamkan oleh Allah 
maka semua yang ada dalam bank tersebut juga menjadi haram 
termasuk e-money konvensional. 
B. Saran 
1. Bagi pihak bank konvensional sebaiknya menghilangkan sistem 
riba>karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain juga juga bisa 
merugikan nasabah dari bank tersebut karena sistem tambahan 
(bunga/riba>) sangat memberatkan. 
2. Bagi pihak pemegang kartu sebaiknya mengontrol penggunaan e-
money agar tidak berlebih-lebihan serta menggunakan kartu dengan 
bijak lebih baik lagi untuk kebaikan. 
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Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak customer service 
1. Berapa harga kartu e-money? 
2. Berapa minimal biaya top-up kartu e-money? 
3. Berapa maksimal saldo dalam e-money? 
4. Apabila kartu e-money tidak digunakan selama beberapa bulan, apakah 
ada biaya denda? 
5. Berapa biaya untuk top-up kartu e-money? 
6. Apabila kartu e-money hilang, apakah ada penggantian kartu ? 
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